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RINGKASAN

Tito Mei Bangkit Nugroho, 2018elaah Peraturan PerundangUndangan
Pajak Indekos Dilihat Dari Perspektif Pengenaan Objek dan Tarif (Studi Di
Kota Malang), Yuniadi Mayowan, S. Sos, MAB,82 Hal

Indekos merupakan bisnis dengan menyewakan sebagian dari rumahnya untuk
disewakan kepada orang lain dengan membayar jumlah tertentu. Indekos dipandang
dari $si perpajakan merupakan objek pajak, namun dalam implemetasinya masih
terdapat ambiguitas dalam pengenaan pajaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum yang digunakan dalam
pengenaan sewa indekos dengan bentuk penelitian yuridis natarapendekatan
deskriptif studi pustaka. Hasil dari penelitian yang dilakukan manyatakan bahwa
indekos sendiri dikenakan PPh 4 agatlan disisi lain merupakan objek pajak
daerah (Kepemilikan di atas sepuluh kamar), namun untuk Peraturan Pemerintah
46 Tahun 2013 bukan merupakan objek pajak peraturan ini. Bila harus membayar
ketiga jenis pajak tersebut, tentunya sungguh sangat memberatkan dan jauh dari
nilai-nilai keadilan horizontal dan vertikal.

Saran yang diberikan paganeliian iniadalahmengaji ulag peraturan yang
ada antara pembuat kebijakan dan perlu adanya sistem informasih yang lebih baik
sehingga informasi terkait pajak indekos dapat terintegrasi antara lembaga yang
berwenang.

Kata kunci : PPh Pasal 4 Ayat (2), Pajak Indekos, PRBadilan.
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SUMMARY

Tito Mei Bangkit Nugroho, 201&eview of Tax Regulation Laws Surveys
Viewed From Perspective of Imposing Objects and Tariffs (Stuglin Malang
City), Yuniadi Mayowan, S. Sos, MABB82 Page

Homestays is a business by renting out part ohbisse for rent to others by
paying a certain amount. Lodger viewed from the side of taxation is to tax, but in
implemetasinya there are ambiusitas the tax imposition.

This study aims to examine the legal basis used in the form of imposition of
lodger remal normative research and descriptive approach to literature. Results of
research conducted himself states that subject to lodger income tax 4 pagagraph
and on the other hand is a local tax object (ownership over ten rooms), but for
Government Regulatin46 Year 2013 is not an object of this regulation tax. When
you have to pay three kinds of taxes, of course it is very burdensome and far from
the values of horizontal and vertical equity.

The suggestion which given to this research is to review exikgiglation
between policy makers and the need for a better information system so that the
information related to the maragement tax can be integrated between the
competent authorities.

Keywords : Income Tax Article 4 Paragraph (2), Loger Tax, PPN, ideist
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalahegara yang menganut asas
desentralisasi dalam penyelanggaraan pemerintahan, memberikan kesempatan
kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentdPgmerintahan Daerah. Selain
itu, disebutkan juga pada pasal 18 Undaimglang Dasar 1945 antara lain
disebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,
dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan menggunakan
UndangUndang. Degan diberlakukannya Otonomi Daerah, Daerah Otonom
mempunyai wewenang dalam mengatur serta mengurus sendiri kepentingan
masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan berdasar pada aspirasi masyarakat

sesuai dengan peraturan perundandangan.

Perimbangan keangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
telah diberlakukan sesuai dengan Undamglang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dengan adanya perimbangan ini dalam memasuki desentralisasi dibidang
fiskal, tanggung jawab fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi.
Pemerintah Daerah dan Organisasi Swasta harus melaksanakan fungsi
desentralisasi dengan efektif, serta memiliki penerimaan sendiri yang

dihimpun dari dana lokal maupun transferi g@merintah pusat.



Upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar bisa
melaksanakan otonomi, khussya yang berasal dari PajdRaerah dan
Retribusi Daerah, Pemerintah menetapkan banyak kebijakan yang
hubungannya dengan perpajakan di daerah, salahyaayanu menetapkan
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Pasal 2 Undatindang Nomor 28 Tahun 20@ntang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah menyebutkan jgeisis pajak yang pemugutannya

dibedakan menjadi Pajak Riosi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Tabel 1.1Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009

Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Hotel

Pajak Restoran

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotq Pajak Hibwan

Pajak Reklame

Pajak Bahan bakar Kendara Pajak Penerangan Jalan

Bermotor Pajak Mineral Bukan Logam dg

Batuan

Pajak Air Permukaan Pajak Parkir
Pajak Air Tanah

Pajak sarang Burung Walet

Pajak Rokok Pajak Bumi Bangunan Pedasaan

Perkotaan

Bea Perolehan Hak atas Tanah

Bangunan

Sumber: Diolah Peneliti 2017
Kota Malang merupakan salah satu kdit@rovinsi Jawa Timudengan

potensi mendapatkan pajak daerah dengan jumlah yang (Aesan, 2017,



www.surabaya.bisnis.cotdiakses pada 18/08/201Hal ini dikarenakan Kota
Malang merupakarkota tujuan untuk berwisata dan kota pendidiang
menjadi alasan banyaknyeotel danindekos bagi mahasiswé#lotel dan
indekos tersebuapat dijadikan selmai objek pajak sesuai dengan Peraturan
DaerahKota MalangNomor 2 Tahun 201&entang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota MalangNomor 16 Tahun 20l1@entang Pajak Daerayang
mengacu pada UndatgndangNomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribgi Daerah sebagaimana dalam pasalisebutkan bahwa hotel
adalah fasilitas penyedia jasa pengingpansgtirahatariermasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahaomah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih d@eaoiub).

Dalam penelitian inipereliti akan lebih spesifik membahas hal terkait
peraturan pemerintah atas sewa tanah dan/atau bangunan yang merupakan
objek pajak dariPaj&k PenghasilanRPlH pasal 4 ayat (2) yang termasuk
didalamnya pajak indekos. Indekos mulai dibidik oleh Direktorat efahd
Pajak karena dianggap memiliki potensi yang cukup besar dalam
meningkatkan penerimaan negara, terlebih pada yanig menjadi rujuka
sebagai tempat menimba ilmu atau sebagai kota pelajar. Dewegihat begitu
besarnya potensi yang adRirektorat Jendral pajak mengeluarkan suatu
panduan terkait pengenaan pajak penghasilan atas pemilik indekos.

Panduan ini berisikan dasar hukum yamengatur pengenaan penghasilan

jasa indekos, tarif dan mekanisme terkait. Pemungutan terkait pajak


http://www.surabaya.bisnis.com/

penghasilan atasdekos didasarkan pada dasar hukum yangiiocgkan pada
leaflet atau buku saku pemililndekos. Melihat hal ini peliti berusaha
mencarihal terkait peraturan yang menjadi dasar acuan penetapan dari pajak
kos.

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang berupa tanah,
rumah, rumah susun, apartemen, konohium, gedung perkantoran,
pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannyaamukantor, toko, rumah
toko, gudang, dan bangunan industri termasuk dalam pengertian rumah adalah
rumah indekos (Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorXEHPPJ/2002)
dalam panduan ini termasuk dalam olifgak PenghasilafPPh pasal 4 ayat
2 yang dkenai tarif 10% x Jumlah bruto nilai sewsedangkan subjek dari
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 ini adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh penghasilan daersewaan tanah dan/atau bangunan yang
berupa tanah, rumah, rumah susun, apartenkendominium, gedung
perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor,
toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri termasuk dalam pengertian
rumah adalah rumah indekolka dikaji lebih jauh terkait pengenaan atas
indekos ini daganberdasar pad®eraturan DaeraKota MalangNomor 2
Tahun 2015tentang Pajak Daeralang mengacu pada Undabgdang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatanatrk jasa terkait

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah



penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh) merupakan objek dBeraturan Daerakota MalangNomor 2
Tahun 2015tentangPajak Daeratyang dikenai tarif sebesar 5% x jumlah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Subjek dari pajak
hotel ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada
orang pribadi atau badan yang mengusahakan Heelelit tertarik untuk
mengkaji lebih jauh mengenai hal yang seharusnya lebih tepat dalam penetapan
pengenaan pajak indekos.

Menelusuri lebih jauh, jika Direktorat Jenderal Pajak menetapkan indekos
masuk kedalam Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 finpkatgsasilan
dari persewaan tanah dan/atau bangunan yaitu yang dikenakan tarif sebesar
10%, hal ini berbeda dengan usaha warung yang dikenakan terhadap Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan (PPh) dari Usahenyg diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif 1 %. Pada pasal 2 ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang MerRiiiedaran
Bruto Tertentu, huruf b ialah menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk
penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran
bruto tidak melebihi 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah)
dalam 1 (satu)tahun pajak. Melihat perbedaan ini peneliti merasa ada

ketidakadilan dari segi penetapan pengenaan pajaknya.



Di sisi lain, masih banyak wajib pajak hotel atas indekos yang belum
memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak pengusatekos di Kota
Malang measa bahwa peraturan terkait pajak hotel atas indekos ini belum
jelas, sehingga para pemilik indekos enggan untuk membayar pajak atas usaha
kosnya (Prayoga 201Www.malangtoday.netliakses pada 18/08/2017). Hal
lain diduga karena pemilik belum mengajukan perizinan ke Badan Perizininan
Pelayanan Terpadu (BP2T) atas usaha indekosnya (Hazliansyah 2013,
www.republika.co.iddiakses pada 18/08/2017). Berdasarkan uraian tersebut
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan jud@le | a a h
Peraturan PerundangUndangan Pajak Indekos Dilihat Dari Perspektif

Pengenaan Objek dan Tarif (Studi pada k

Rumusan Masaldan
Berdasarkan latar belakang yang diuraikanas,anaka dapat dirumuskan

masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah penetapan pajak indekos berdasarkaan peraturan

perundangundangan yang berlaku?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk menbandingkanpenetapan pajak indekos berdasarkan peraturan

perundangundangan yang berlaku.


http://www.malangtoday.net/
http://www.republika.co.id/

D. Kotribusi Penelitian
1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan

dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ajademn

khususnya yang berkaitan dengan pajak indekos.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Peneliti
Memperluas pengetahuan peneliti mengenai perpajakan indekos.
Selain itu dapat menambah kemampuan berpikir dalam hal
penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat aidepan.

b. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu
sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk
penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak
indekos.

c. Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi
dalam pemikiran dan penalaran untuk memustuskan masalah yang ada
di dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan
dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi praktis bagi pembayar pajak atau wajib

pajak terutama wajib pajak indekos, para penasehat atau konsultan



pajak, para pembuat Undakipdang dan dan Peraturan Perpajakan

dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik.

E. Sistemdika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari5 (lima) bab yang masirgiasing bab saling
berkaitan satu sama lain sehingga secara keseluruhan skripsi ini diharapkan
mampu membahas secara tuntas permasalahan yang ada. Sistematika

penulisan dalam skripsi ini diukan sebagi berikut :

1. BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakangnelitimelakukan penelitian,
perumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta

sistematika penulisan.

2. BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Pada Bab iniberisi tentang peelitian terdahulu yang menjadi rujukan
peneliti dan berisi tentang pengertip@ngertian pajak.

3. BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
Informasi lokasidan situspenelitian yang digunakan dalapenelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik

analisis dataserta keabsahan data.



4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi
gambaran umum lokasi penelitian yakKota Malang gambaran umum
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, dan Badan Pelayanan
Pajak Daerah Kota Malan§elain itu juga penyajian data fokus penelitian,
pembahasan dan analisis mengdied@ah Peraturan Perundadgdangan
Pajak Indekos Dihat Dari Perspektif Pengenaan Objek dan Tarif di Kota
Malang dimana hasil pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah.
5. BAB V PENUTUP
Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan

pembahasan, serta saran/rekomendasi yang diberikan plahestitian ini.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu memberikan pencerahan kepada peneliti tentang arah
penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengulas penelitian terdahulu yang terkait
dengan penelitian ini. Addeberapa penelitian terdahulu yang dijadikan
rujukan karena memiliki inti yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh

penelti diantaranya sebagai berikut :

1. Rujukan yang pertama adal ah penel it
Pelaksanan Pemungutan Pajak Hatas Rumah Kos di Wilayah Kota
Depoko yang ditulis ol eh Dewi Il rfani,
Sosial dan Iimu Politik Universitas Indonesia. Penelitian ini ditulis pada
tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini
bertupan untuk mengetahui bagaimana pelaksaan pemungutan pajak hotel
atas rumah kos di Kota Depok yang dilihat dari sisi pemerintah daerah,
pengelola rumah kos, dan penyewa rumah kos. Hasil dari penelitian ini
adalah bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hosehateh kos jika
dilihat dari sisi pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, hasil dari
penerimaan telah sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah
daerah. Sistem administrasi dan jumlah petugas pajak yang menangani
juga telah cukup dan nmmeadai. Hasil dari penelitian ini juga menyatakan
bahwa dalam pelaksanaanya masih terdapat kecurangan, yaitu penetapan
besarnya pajak masih bisa dikompromikan antara pemilik kos dengan

10
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petugas pajak. Jika dilihat dari sisi pemilik kos, penetapan pajakikos

dirasa masih memberatkan. Karena penetapan dasar pengenaan pajaknya
tidak memperhatikan biayaiaya yang dikeluarkan oleh pemilik kos.
Rujukan yang kedua adal ah penelitian
Usaha Kos Terhadap Pemungutan Pajak Pengh#&salsal 4 Ayat 2 Atas
Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/Bangunan Kategori Rumah

|l ndekos Di Kota Malango yang ditulis
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya,
penelitian ini ditulis pada tahun 201%enelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami

dan menggambarkan persepsi pemilik indekos di Kota Malang terhadap
penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas penghasilan
persewaan tanah danngaunan. Hasil penelitian ini mengungkapkan

bahwa masih banyak pemilik usaha kos yang tidak mengetahui adanya
peraturan ini dan kebanyakan dari pemilik usaha kos menolak adanya
peraturan ini dengan anggapan para pemilik kos sudah melakukan
kewajiban membayaajak kos ke Dinas Pendapatan Daerah.

Rujukan yang ketiga adal ah penelitian
Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun
2010 Kategor.i Pajak Rumah KosoOo yang
Mochamad Djud dan Rizki Yudhi Dewantara, Program Studi Perpajakan,

Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas IImu Administrasi, Universitas

Brawijaya, Penelitian ini ditulis pada tahun 2015. Penelitian ini
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menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatartatiiali

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak

atasindekos Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa wajib pajak

usaha kos telah taat terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Diresdapatan Kota Malang
telah melaksanakan peraturan dengan benar.
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu
Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian
Pertama Kedua Ketiga yang akan
dilakukan
Peneliti Dewi Irfani Hamarr Niken Tito Mei
Wandayu Wulandari Bangkit N
Judul Analisis Persepsi Analisis Telaah
Penelitian | Pelaksanaan Pemilik Usaha| Kepatuhan | Peraturan
pajak hotel atas | Kos Terhadap | Wajib Pajak | Perundang
Rumah Kos di Pemungutan | Terhadap undangan
Wilayah Kota Pajak Peraturan Pajak
Depok Penghasilan | Daerah Kota | Indekos
(PPh) Pasal 4 | Malang Dilihat Dari
ayat 2 Atas Nomor 16 Perspektif
Penghasilan | Tahun 2010 | Pengenaan
dari Persewaar Kategori Objek dan
Tanah Pajak Rumah| Tarif.
dan/Bangunan| Kos
Kategori
Rumah
Indekos Di
Kota Malang
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Tahun 2007 2015 2015 2017
Tujuan Untuk Untuk Untuk Untuk
Penelitian | mengetahui memahami mengetahui | mengetahui
bagaimana persepsi kepatuhan peraturan
pelaksanaan pemilik wajib  pajak| perundang
pemungutan indekos dil atas  rumah undangan
pajak hotel ataj Kota Malang| kos. terkait pajak
rumah kos di Kotg terhadap indekos
Depok yang penerapan dalam
dilihat dari sisi| Pajak menetapkan
pemerintahan Penghasilan objek  dan
daerah, pengelol| pasal 4 ayat 2. tarif  yang
rumah kos, dai dikenakan.
pemyewa rumat
kos.
Pendelata | Kualitatif Kualitatif Kualitatif Kualitatif
n
Penelitian
Metode | Studi Studi Studi Studi
Pengumpul | kepustakaan, kepustakaan, | kepustakaan,| kepustakaan,
an data | Pengumpulan Pengumpulan | Pengumpularn Pengumpula
data di lapangan, data di data di n data di
Wawancara lapangan, lapangan, lapangan,
Wawancara | Wawancara | Wawancara
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Hasil

Penelitian

Pelaksanaan
pemungutan
pajak rumah kos
telah berjalan
dengan baik,
Hasil dari
penerimaan telah
sesuai target yan
ingin dicapai,
Sistem
administrasi dan
jumlah petugas
pajek yang
menanganinya
telah cukup dan
memadai.
Pemilik rumah
kos merasa
keberatan dengal
penetapan DPP
karena tidak
memperhatikan
biayabiaya yang
dikeluarkan
pemilik rumah

kos.

Banyak
pemilik usaha
kos di Kota
Malang yang
belum
mengetahui
peraturan ini.
Panmilik usaha
indekos
mengaku
keberatan
dengan adanya
penerapan
peraturan ini.
Minimnya
sosialisasi
merupakan
faktor utama

penyebabnya.

Wajib pajak
rumah kos
telah taat dan
patuh
terhadap
Peraturan
Daerah Kota
Malang
Nomor 16
Tahun 2010.
Dinas
Pendapatan
Kota Malang
telah
melaksanaka
n peraturan
dengan

benar.

SumberJurnal llmiah, data diolah Peneliti 2017
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Dari ketiga penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka, belum
ditemukan penelitian mengenai bagaimana perspektif pengenaan objek dan
tarif perduran perundangndangan pajak indekos. Keunggulan penelitian ini
jika dibandingkan penelitian terdahulu terletak pada pengkajian kritis terkait
pengenaan objek dan tarif peraturan perundarangan pajak indekos. Oleh
karena itu, peneliti merasa layak mgangkat tema ini dan penelitian ini
diharapkan dapat menambah pengetahuan wajib pajak, konpajtdndan
pembuat peraturan perundamgdangan terkait peraturan perpajakan untuk

pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik.

B. Pajak
1. Pengertian Pajak

Pergertian atau definisi pajak menurut beberapa para ahli adalah:

a. Menurut P.J.A Adriani dalam Waluyo (2011:2) pengertian pajak
adalah sebagai berikut :

APajak adalah iuran kepada negar a
terutang) oleh yang wajib membayarnya onem peraturan
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluargmengeluaran umum berhubung dengan
tugas negara yang menyelanggargkee mer i nt ahan. 0

b. Menurut Rohmat Soemitrgang dikutip oleh Mardiasmo (2011:3)
menyatakan bahwa:

APaj ak adal ah i uran rakyat kepad
UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

balas jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yangigunakan untuk membayar pengeluaran

umum. O
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c. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock
Horace R. dalam Zain (2008:11) :
APajak adalah suatu pengalihan s
sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum,mamu
wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih
dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional
agar pemerintah dapat melaksanakan toggasnya untuk
menj al ankan pemerintahan. o
Selain itu pengertian pajak menurut Unddsrgdang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Unddndang nomor 6 Tahun
183 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah
sebagai berikut :
APajak adal ah kontri busi Waji b Paj
oleh orang pribadi atau badgang bersifat memaksa berdasarkan
UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar
besarnya kemakmuran rakyat. o
Dari pengertiarpengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa
ciri-ciri atas unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, adalah
sebagai berikut:
a. Pajak dipungut berdasarkan Undamglang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya memaksa.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleremerintah.

c. Pajak dipungut oleh negara baikeh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.
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d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaf@engeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayaifasilitas umum.

e. Pajakdapat pula mempunyai tujuan lain yaitu mengatur sélaeter.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang strategis bagi keberlangsungan
pembangunan suatu negara, beberapa fungsi menurut Resmi (2011:3),
antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Rnerimaan

Pajak Berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi

pembiayaan pengeluarpengeluaran pemerintah. Dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pajak merupakan sumber

penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur
Pajak berfungsi sebagalat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi

3. Tarif Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak:
a. Tarif Sebanding
Tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak, sehingga besarnyajgk yang terutang proporsional terhadap
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besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

b. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (santajhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh:
besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal
berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin bedarjiminlah yang
dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undadgng Pajak

Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Tabel 2.2Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000 5%
Di atas 50.00@00 s.d. Rp 250.000.000 15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25%
Di atas Rp 500.000.000 30%

Sumber:Jurnal limiah, data diolah Peneliti 2017
d. Tarif Degresif
Persentase tarif yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak
semakin besar.
Menuut Neneng Hartatf2015:115)Besarnya pengenaan pajak bagi

wajib pajak ini, dalam hal ini sering disebut dengan tarif pgakg
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pemungutan pajak tidak terlepas dari unsur keadilan (dapat diartikan
dalam prinsip perundangndangan) atau adil dalam pelaksannya
sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kesejahteraan
masyarakat. Salah satu unsur dalam mencapai keadilan melalui penetapan
tarif pajak, yaitu dengan memberikan tekanan yang sama kepada wajib
pajak. Pudyatmoko(2009:82) mengatakan lava mengenai tarifpajak

ini, besarnya utang pajak pada umumnya ditentukan oleh dua komponen
utama, yakni jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak atau jumlah
yang dikenai pajakigx baseg dan tarif yang diterapkan terhadapntaax(

rate). Dengan demikiartarif pajak ini dapat diuraikan sebagai jumlah atau
besaran iuran wajib yang dibebankan kepada setiap subjek pajak atau

wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengelompokan dan Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikepokkan ke dalam tiga
kelompok yaitu sebagai berikut:
a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menajdi berikut ini:

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung
Wajib Pajak yandpersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

(PPN)
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b. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada sbjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam
arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan
objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib PajakoBon
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah(PPN BM)

c. Menurut Pemungut dan pengelolanya

1) Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan atas Barang MewgRPPN BM) Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumahgga daerah. Contoh:
Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan

dan pedesaan (PBB P2).
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5. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga (Pohan,
2014:62-63) yaitu:
a. Self Assessment System
Self Assessment Systeadalah sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri
kewajiban dan hak perpajakannya. Wewenang tersebut meliputi
menghitung, menyetor/membayar, darelaporkan sendiri jumlah
pajak terutang.
b. Official Assessment System
Official Assessment Systeadalah pemungutan yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
c. Witholding Tax System
Witholdng Tax Systeradalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang.
6. Pajak Penghasilan (PPh)
a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)
Suparmono dan Damayanti (2010:37) menyatakan pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam undamgang
perpajakan, yaitu:

ASetiap tambahan kemampuan ekono
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
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dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk memambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apap
Dari pengertian penghasilan tersebut, yang dimaksud Pajak
Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan
kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atakgsdag yang
diterima/diperoleh dalam tahun pajadedangkan pengertian Pajak
Penghasilan (PPh) menurut Resmi (2013:74) adalah sebagai berikut:
APajak yang di kenakan terhadap su
yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak dtqat pula
dikenakan pajak untuk penghasilan dalam tahun pajak, apabila
kewaji ban subjektifnya di mul ai at.
UndangUndang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur bagaimana
pajak atas penghasilan (laba) yang diteringgib pajak badardan
wajib pajak orang pribadi. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak
subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar atas subjeknya
atau memperhatikan diri Wajib Pajak.
Dasar Hukum
Peraturan perundangndangan yang mengatur tentang Pajak
Penghasila (PPh) di Indonesia yaitu Undamgdang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Untlamdang Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
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Subjek Pajak Penghasilan

Definisi Subjek Pak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan oleh

Resmi (2013:75) yaitu segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk

memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak

Penghasilan (PPh). Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan

(PPh) apabila memima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan

peraturan perundangndangan yang berlaku.

1)

2)

3)

Menurut Mardiasmo (2011:135) Subjek Pajak adalah:

Orang pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai suatu
kesatua menggantikan yang berhak;

Badan, terdi dari perseoan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun,
firma, kongsi, dana pensi, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosiatikpohtau
organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif.

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam
Negeri dan subjek pajak Luar Negeri. Subjek pajak berdasarkan
pasal 2 ayafl) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan (PPh) dalam Resmi (2013:76) tentang Pajak

Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:
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a) Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu:

1)

2)

3)

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yg berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di

Indoresia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah

yang memenuhi kriteria:

a) Pembukuannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan;

b) Pembiayaannya bersumber dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dia¢fd’BD);

c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan
fungsionalnegara.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak.
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b) Subjek Pajak Luar égeri

1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kekedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia.

2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang
tidak didirikan dan tidak beztmpat kedudukan di
Indonesia, yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan
Menurut Resmi (2013:80) Objek Pajak merupakan segala sesuatu
(barang, @sa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan ,pajak
sedangkan pengertian Objek Penghasilan yaitu :

APenghasil an, vy aiamuanslonomiayangt a mbah
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesiang dapat di pakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4
ayatlUndangJndang Pajak Penghasilan (P
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Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomiadeep
Wajib Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) dikelompokkan menjadi:

1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan
bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter,
notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

2) Penghasiladari usaha dan kegiatan.

3) Penghasilan dari modal, berupa harta gerak ataupun harta tak
bergerak, seperti bunga, dividen royalti, sewa dan keuntungan
penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan usaha.

4) Penghasilan lakhain, seperti pembebasan utang dadiah.

Pajak Penghasilan final

Menurut Resmi (2013:145) Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final
merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang pengenaannya sudah final,
sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak
Penghasilan (PPh) terutangdpaakhir tahun pajak. Berdasar Pasal 4
ayat (2) UndangJndang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan
(PPh) yang bersifat final terdiri dari:

1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,
bunga obligasi dasurat Utang Negara, dan Bunga simpan
yang dibayarkann oleh koperasi kepada anggota koperasi
pribadi.

2) Penghasilan berupa hadiah undian.
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3) Penghasilan dari transsilsaham dan sekuritas lainnya transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan penmpan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan ventura.

4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usahastate dan
persewaan tanan dan/bangunan.

5) Penghasilan tertenu laiya.

7. Pajak Pertambahan Nilai
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Dalam UndangJndang Nonor 18 Tahun 2000 tentang Pajak
Pertambahan Nilai tidak terdapat ihé$i mengenai Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak
terdapat defenisi engenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga setiap
orang dapat secara bebas memberikanindef mengenai pajak
tersebut. Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000 : 22)
adal ah fApengenaan pajak atas pengel
dilakukan perseorggan maupun badan baik badan swasta maupun
badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang
dibebankan pada anggaran belanja nedgdeedasarkan objek yang
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa,
maka Pajak Pertambahadilai secara bebas dapat diartikan pajak

yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara
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matematis pertambahan niau nilai tambah suatu barang atau jasa
dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga
pembelian, shingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai
tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.
Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D Uitdiasang
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan NiRN P
dikenakan atas:

a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean
yang dilakukan oleh pengusaha.

b. Impor barang kena pajak.

c. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh
pengusaha.

d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar
daerah pabeadh dalam daerah pabean.

e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean.

f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam
kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang diriatau
badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan
pihak lain yang batasan dan tatacaranya diatur dengan

keputusan menteri keuangan.
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h. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang
menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk
diperjualbelilan, sepanjang pajak pertambahan nilai yang
dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

c. Subjek Pajak Pertambahan Nilai
1. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan BKP / JKP yang dikenakan pajak berkasa
UndangUndang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha
kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan
penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto
dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000-0@Mam
ratus juta rupiah) dafa satu tahun, termasuk Pengusaha Kena
Pajak antara lain:

a. Pabrikan atau produsen

b. Importir

c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan

pabrikan atau importir.

d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan.

e. Pemegang hak paten atau merek dagang barang kena

pajek.

f. Pedagang besar (Distributor).
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g. Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan

barang.

h. Pedagang eceran.

2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan BKP / JKP dengamjlah peredaran bruto dan/atau
penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.008ham ratus
juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya
wajib melaksanakan kewajiban sebagaimaalmya Pengusaha
Kena Pajak.

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP /JKP.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan
rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan

rumah sendiri harus memam syaratsyarat sebagai berikut:

=

luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi

2. bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat
usaha

3. bangunan bersifat permanen

4. tidak dibangun dalam lingkungan real estat
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5. pembangunan dilakukan tidakldm lingkungan perusahaan
atau pekerjaan.

5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas
Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat
dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.
d. Dasar Rengenaan Pajak
Menurut Mardiasmo (2002 : 215) untuk menghitung besarnya
pajak yang terutang adalah A adanya

Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak ad

jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai

Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang

terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual,

Peng@ntian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

1. harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut menurutUndangUndang PPN dan PPnBM dan
potongan harga yang dicantum dalam faktur pajak.

2. penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang

diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena
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penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut
undangundang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam
faktur pajak.

nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai
Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga
yang terantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan
bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan
berdasarkan ketentuan dalam peraturan perurgagangan
pabean untuk Impor Barang Kena Paja#tak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undaimglang PPN

dan PPnBM.

e. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

1.

2.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan
BKP/JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam
pelaksanaannya dan tidakemerlukan daftar penggolongan
barang atau penggolongan jasa dengarf yang berbeda
sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Tarif PPN atas Ekspor BKP sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas
konsumsi BKP/JKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu,

barang/jasa kena pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar
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daerah pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif
0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti
pembebasan dapengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan
demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang
diekspor tetap dapat dikreditkan
Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut
prinsip akrual, @mya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan
BKP/JKP atau pada saat impor barang kena pajak, meskipun atas
penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima
pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan
barang kena pajak atpenyerahan jasa kena pajak, maka terutangnya
pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran.
Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai
Mekanisme PPN menurut Muljono dan Tunggal ( 2001 : 14 ) sebagai
berikut
a. setiap PKP menyerahkan BKP / JKP diwajibkan membuatifakt
pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut
dinamakan Pajak Keluaran
b. pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas membeli BKP
atau menerima JKP dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga

membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Régeakikan
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c. ada akhir masa pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan
Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal
jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak
Masukan, maka kekurangannya dibayar ke Kas Negara setambat
lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya

d. pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan
untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang
terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat
selambatambatnya tanggal 20 setelah akhir masgjala

h. Pengertian Jasa
Menurut UndangJndang No. 18 Tahun 2000 (2000 : 16 ) pada

Pasal 1 menyatakan bahwa |jasa adal:

berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang

menyebabkan suatu barang atau fasilitas atas kemudaharmak

tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk

menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan

dan atas pet un jasakmedilkirempatkarakterstk n 0 .

utama yaitu :

1. Intangibility ( tidak berwujud ), jasa befat tidak dapat dilihat,
dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau

dikonsumsi,
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2. Inseparability ( tidak terpisahkan ), jasa umumnnya dijual
terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara
bersamaan

3. Variability ( keanekaraganmd, jasa bersifat variabel artinya
karena merupakan netandardizet output, artinya banyak
variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan
dan dimana jasa tersebut dihasilkan

4. Perishability ( tidak tahan lama ) merupakan komoditas tidak
tahan lama dan tidak dapat disimpan untuk dijual atau dipakai
kemudian.

Jasa Kena Pajak
Pengertian jasa kena pajak menur u:

setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan

hukum yang menyebabkan suatu baratag fasilitas atas kemudahan

atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk

menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan

dan atas petunjuk dar iUndang Me $8an 0 . \

Tahun 2000 pada pasal 1 angkhahwa semua jasa merupakan jasa

kena pajak kecuali yang dinyatakan lain oleh UndangUndang ini

sendiri. Batasan tentang penyerahan JKP diatur oleh Urdiagigng

No. 8 Tahun 1983 pasal 1 angka 7 sebagai berikut : penyerahan JKP

adalah setiap kegiatan pembe jasa kena pajak, termasuk

pemakaian sendiri dan pemberiaaimacuma dan jasa kena pajak.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan pemakaian sendiri

atau pemberian cumauma atas BKP, pemakaian sendiri atau

pemberian cumauma atas JKP juga dikakan Pajak Pertambahan

Nilai.

Jasa Tidak Kena Pajak

Menurut UndangJndang Pajak Tahun 2000 (2000 : 173), jenis

jenis jasa tidak kena pajak diatur dalam pasal 4A ayat 3 Undang

Undang No. 18 Tahun 2000 yaitu :

a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medis

b.

C.

jasa dbidang pelayanan sosial

jasa di bidang pengiriman surat dengan perangk

. jasa di perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan

hak opsi
jasa di bidang keagamaan
jasa di bidang pendidikan

jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan

. jasa di bidag angkutan umum di darat dan di air

jasa di bidang tenaga kerja
jasa di bidang perhotelan
jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka

menjalankan pemerintah secara umum
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Berikut adalalExecutive Summaigeraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha
yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto

tertentu, menurut Pohan (2013) dalbrdonesian Tax Review

a. Peraturan Pemerintah Nomor 4Bahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan
pada Pasal 17 ayat (7) Undadgdang Pajak Penghasilan (PPh) dan
Pasal 4 ayat (2) huruf e Undabipdang Pajak Penghasilan (PPh),
yaitu:

1) Pasal 17 ayat (7) Undatgndang Pajak Penghasilan (PPh)
Dengan Peraturan Pemerintah dapat diterapkan tarif pajak
tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarifjgk tertinggi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2) Pasal 4 ayat (2) huruf e Undabigpdang Pajak Penghasilan
(PPh)

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak final huruf (e)
yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau

berdasarkan Peratur@emerintah.
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b. Objek Pajak
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang
memilik peredaran bruto tertentum dikenai Pajak Penghasilan (PPh)
Final sebesar 1% dari peredaran bruto.
Cc. Subjek Pajak
Wajib Pajak yang memilik peredaran brugoténtu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak
termasuk bentuk usaha tetap.
2) Menerima penghasilan dari usaha.
3) Tidak termasuk penghasilan dari jasehubungan dengan
pekerjaan bebas.
4) Dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00

dalam 1 tahun pajak.

Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk
dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas
penghasilannygelah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat
final berdasarkan ketentuan Peraturan Peruntlanttangan dibidang
perpajakan. Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis

kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
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7

8)
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Penghasilan ai pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan
bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter,
notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerakpumaharta

tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan
keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan
untuk usaha.

Penghasilan lakhain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

Tena@ ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari
pengacara, akuntan, arsitek dokter, konsultan, notaris, penilai,
dan aktuaris.

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintan film,
bintan sinetron, bintan iklan, sutradara, kru film, fotodelp
peragawan, pemain drama, dan penari.

Olahragawan.

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator.

Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Agen iklan.

Pengawas atau pengelolas proyek.

Perantara.
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9) Petugas penjaja barang dagangan.

10) Agen asuansi.

11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjateu penjualan
langsungdan kegiatan sejenis lainnya.

Pengecualian Wajib Pajak Orang Pribadi

Tidak termasuk penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dari jasa

sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Yang tidak temasuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana

dimaksud pada ayar (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam
usahanya:

1) Menggunakan saran atau prasarana yang dapat dibongkar pasang,
baik menetap maun tidak menetap.

2) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan
umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau
berjualan.

Wajib Pajak orang pribadi yang tergolong dalam kentuan ini
adalah wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha perdag
dan/atau jasa melalui suatu tempat usaha yang dapat dibongkar
pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, dan menggunakan
tempat untuk kepentingan umum yang menurut perundadgngan

bawah tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau
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berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan,
warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

Pengecualian Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial.

Wajib Pajak badan yang dalam jangka 1 (satu) tahun setelah
beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi
Rp. 4.800.000.000,00.

Tidak termasuk penghasilan badan dari jasa sehubungan dengan
pekerjaan bebas.

Tarif Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifal fadalah 1% (satu
persen).

. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final didasarkan pada peredaran
bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir
sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak padaushalan

telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 dalam suatu Tahun Pajak,
Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang telah
ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak melebihi jumlah Rp
4.800.000.000,00 pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya
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dikenai tarif Pajak penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan Undang
UndangPajak Penghasilan (PPh).

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung pajak
penghasilan yang bersiat final adalah jumlah peredaran bruto setiap
bulan. Pajak Penghasilan (PPh) terutang dihitung berdasarkan tarif 1%
dikalikandengan jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersiat
fnal dengan ketentuan peraturan perundamgangan perpajakan
tersendiri, misalya peghasilan dari usaha jasa kontruksi yang
pengenaan pajaknya diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha jasa
konstruksi jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Pajak PenghasilafPPh) Usaha Jasa Kontruksi, meskipun peredaran
bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak
melebihi Rp 4.800.000.000,00 tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh)
yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013entang Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha yang diterima
atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,
tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundangangan perpajakan

yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghas#huotters
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Penghasilan lainnya diluar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2013

Atas pengasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak

Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentUbendangUndang Pajak

Penghasilan (PPh).

Peredaran Bruto Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)

Final

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai

Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final diatur sebagai berikut:

1) Didasarka pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir
sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha yang
diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran
bruto tertentu yang disstunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir
sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha yang
diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran
bruto tertentu meliputi kurang daaingka waktu 12 bulan.

2) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib
Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak

Penghasilan (PPh) dari usaha yang diterima atau diperoldh waji
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pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang di setahunkan,
dalam hal Wajib Pajak terdatar pada Tahun Pajak yang sama
dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari
usaha yang diterimatau diperoleh wajib pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu di bulan sebelum Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari
usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu.

3) Didasakan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama
diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam
hal Wajib Pajak yang baru terdatar sebagai Wajib Pajak sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Pajak Penghasilan (PP#ari usaha yang diterima atau diperoleh

wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan (PPh) dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak
yang memiliki peredaran bruto tertatmenyebutkan bahwa peraturan
ini diperuntukkan khusus bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto
tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha yang
diterima atau diperoleh wajib jg& yang memiliki peredaran bruto

tertentu disebutkan bahwa subjek dalam Peraturan Pemerintah ini bisa
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berupa Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan, tetapi
tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Baik Wajib Pajak orang
pribadi maupun badanekuanya harus merupakan pelaku usaha yang
menerima penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam

satu tahun pajak.

9. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Marsyahrul (2006:5) yang dimaksud Pajak adalah pajak
yang dikelola oleh pemerintataerah baik pemerintah daerah tingkat
1 maupun pemerintah daerah tingkat 2 dan hasil dipergunakan untuk
membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan
menurut Mardiasmo (2009:4) yang dima#ispajak daerah adalah
sebagai berikut:
APaj ak Daerah adalah i1 uran wajib
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
Perundangindangan yang berlaku digunakamuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daeraho.
Pada pasal 1 ayat (10) Undddgdang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak
daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontrilvaegb

kepada Daerah yang terugpoleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undamglang, dengan tidak
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebebasarnya kemakmuran rakyat.
Landasan Hukum Pajak Daerah

Landasan hukum yang mengatur tentang pajak daerah hingga saat
ini  mengalami  beberapa kali perubahan. Pajak daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan pada Unddngang Nomor 28 Tahun

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Pajak Daerdn
Menurut UndangJndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan segi kewarganegaraannya
pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Pajak daerah dipugut oleh Pemerintah Provinsi
Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Provimdiriedari: Pajak
Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Nama Kendaraan Bermotor,
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan,
dan Pajak Rokok.
2) Pajak daerah dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota
Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Paja Bumi dan Bangungan Pedesaan dan Perkotaan (PBB

P2), dan Be®&erolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
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Menurut UndangJndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dapat diketahui Pajak apa saja yang menjadi ranah Pemerintah Daerah

dalam pemungutannya.

10. Pajak Hotel Atas Indekos
a. Pengertian Pajak Hotel Atas Indekos

Lundberg(1997:91) menyatakan bahwa hotel dalam arti yang
luas adalah setiap usaha penginapan umum, mulai dari satu keluarga,
beberapa kawan, yang menyediakan sarapan pagi dan tempat tidur.
Samudra (2005:116) menyatakan bahwa hotel adalah suatu bentuk
usaha khusugang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari
padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap
dan makan serta memperoleh pelayanan dan fadaisdgas lainnya
dengan pembayaran. Pengertian lainnya yaitu pengertian menurut
Jonesdan Lockwood (2002:1) adaladn operatim that provides
accommodation and ancillary services to people away from home.
Maksud dari pengertian ini adalah hotel merupakan suatu tempat yang
menyediakan akomodasi dan jasa tambahan lainnya untuk-orang
orang yag jauh dari rumah. Menurut Sulastiyono (1999:6), seperti
di kut iUnited State Lodfing t er dapat beberapa

yaitu:
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1) Transient Hotel yaitu hotel yang letak atau lokasinya ada
ditengah kota dengan jenis tamu yang menginap sebagian besar
adabh untuk urusan bisnis.

2) Residental Hotelyaitu hotel yang pada dasarnya merupakan
rumahrumah berbentuk apartemen dengan kakaanarnya, dan
disewakan secara bulanan atau tahunaResidental Hotel
menyediakan kemudahan seperti layaknya hotel, sepediars
pelayanan makanan diantar ke kamar, dan pelayanan kebersihan
kamar.

3) Resort Hotel adalah hotel yang umumnya berlokasi di tempat
tempat wisata, menyediakan tempat rekreasi dan juga ruang serta
fasilitas konferensi tamunya.

Dari berbagai jenis hotekemudian diklarifikasikan menjadi
beberapa kelas yang ditandai dengan bintang. Klarisifikasi tersebut
dimulai dari hotel bintang 1 (satu) hingga bintang (lima) yang
ditentukan kriterigkriteria oleh Sulastiyono (1999:12) sebagai
berikut:

1) Fisik

a) Besar/kecilya hotel atau banyak/sedikitnya jumlah kamar
tamu:
1) Hotel kecil, hotel dengan kamar 25 atau kurang.
2) Hotel sedang, hotel yang memiliki lebih dari 25 kamar dan

kurang dari 100 kamar.
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3) Hotel menengah, hotel dengan jumlah kamar lebih dari
100 dan kurang dari 3d&amar.
4) Hotel besar, hotel dengan kamar lebih dari 300 kamar.

b) Kualtias, lokasi, dan lingkungan bangunan.

c) Fasilitas yang tersedia untuk tamu, seperti ruang penerima
tamu, dapur, toilet, dan telepon umum.

d) Perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyaan, taraupun
bagi pengelola hotel.

e) Peralatan yang dimiliki oleh setiap departemen/bagian, baik
yang digunakan untuk keperluan pelayanan tamu, ataupun
untuk keperluan pelaksanaan karyaan.

f) Kualitas bangunan, yang dimaksud adalah kualitas bahan
bahan bangunan yangjpergunaka, seperti kualitas lantai,
dinding, termasukjuga tingkat kekedapan api, kekedapan
terhadap suara yang dating dari luar ataupun dari dalam hotel.

2) Operasional

a) Struktur organisasi dengan uraian dan manual kerja secara
tertulis bagi masingnasing gabatan yang tercantum dalam
organisasi.

b) Tenaga kerja, spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan

disesuaikan dengan persyaratan peraturan penggolongan hotel.
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3) Pelayanan
a) Keramahtamahan, sopan, dan mengenakan pakaian seragam
hotel.
b) Pelayanan diberikan dgan mengacu pada kebutuhan
kebutuhan dan keingingteinginan tamu.
c) Untuk hotel bintag 4 (empat) dan 5 (lima), pelayanan dibuka

24 jam.

Dari pengertian di atas, maka atas pemanfaatan fasilitas yang
diberikan oleh hotel akan dikenakan Pajak hotel. MenBrakosa
(2005:120) yang dimaksud Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan
hotel. Pemungutan Pajak hotel didasarkan pada setiap transakti
pembayaran atas pemakaian fasilitas hotel, karena itu subjek pajaknya
adalah orang pribadi atau badan yang melakukarmaganan kepada
hotel.

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang
dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak hotel dibedakan
atas beberapa jenis, dimana salah satunya yaitu Pajak Hotel atas
Indekos Namun, pengenaan pajak hotel ini, terakgsajak hotel atas
Indekos dan tidak semua dikenakan di seluruh Kabupaten/Kota di
Indonesia. Hal ini disesuaikan kepada kebijakam-tiegp daerah.

Agar pajak ini dapat dipungut di suatu Kabupaten/Kota, Pemerintah
Daerah harus membuat suatu ketentuan yampgatur tentang

pemungutan pajak jenis ini, yaitu berupa Peraturan Daerah yang nanti
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menjadi landasanukum untuk pelaksanaan dan pemungutan jenis

pajak ini.

. Dasar Hukum Pajak Hotel Atas Indekos di Kota Malang

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajakrah yang
dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan yang
mengatur tentang pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang adalah
sebagai berikut:

1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

2) Peraturan Daerah KatMalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010
Tentang Pajak Daerah.

. Objek, Subjek, Dan Tidak Termasuk Objek Pajak Hotel Atas Indekos

di Kota Malang

1) Objek Pajak Hotel
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor hufa2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun
2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 4 ayat 3, yaitu:

Termasuk dalam Objek Pajak Hotel yaitu: motel, losmen, rumah
penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10
(sepuluh), ruag apartemen yang berubah fungsi sebagai hotel

maupun tempat kos; dan/atau kegiatan usaha sejenis.
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2) Subjek Pajak Hotel atas Rumah Kos
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, subjek pajak
terkait pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yangkuleden
pembayaran kepada orang orang yang mengusahakan hotel.
Pengertian subjek pajak pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah secara sederhana
yang menjadi subjepajak adalah konsumen yang menikmatu dan
membayar pelayanan yang dik@n oleh orang yang
mengusahakan hotel. Sementara itu, yang menjadi Wajib Pajak
adalah orang yang mengusahakan hotel atas usaha indekos.
Dengan demikian, subjek dan wajib pajak pajatehatas indekos
tidak sama. Konsumen yang menyewa/menikmati pelayanan yang
diberikan oleh hotel atau indekos adalah subjek pajak yang
membayar atau menanggung pajak, sedangkan pengusaha pemilik
hotel atau pemilik indekos adalah sebagai wajib pajak yang
berwenang untuk memungut pajak dari konsumen dan
melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan lainnya.

3) Tidak Termasuk Objek Pajak Hotel
Tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenai
pajak. Ada beberapa yang tidak termasuk objek pajak berdasar

pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 20it&ng
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Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun

2010 Tentang Pajak Daerah pada pasal 4 ayat (4), yaitu:

1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Rnosi atau Pemerintah Daerah.

2) Jasa sewa apartemen, kondonium, dan sejenisnya.

3) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

4) Jasa tempat tinggal dipusat Pendidikan atau keagamaan.

5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang
diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh
umum.

d. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, Dan Tata Cara Penghitungan
1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel Atas Indekos

Dasar pengenaan yang digunakan untuk pajak hasliatlekos

adalah jumlah yang dibayar ayau yang seharusnya dibayar kepada

indekos tersebut. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan
istimewa, harga jual, atau penggatian dihitung atas dasar harga
pasar yang wajar saat pemakaian jasa hotel.

2) Tarif Pajak Hotel Atas Indekos

Menurut UndangJndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak hotel ditetapkan paling

tinggi 10% (sepuluh persen). Namun dalam hal ini Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota diberikan keluasaan untuk menetapka
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tarif yang dianggap sesusai kondisi di masimasing
Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Kota Malang dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
ditetapkan sebesar 5% (lirparsen).

3) Cara Perhitungan
Berdasarkan Undargndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Cara Perhitungan

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran

SumberJurnal limiah, data diolah Peneliti 2017
11. Asas Keadilan

Terdapat asas yang menjelaskan bagaimana keadilan haruslah
disandingkan dalam proses pengenaan pajak, dimana asas keadilan dalam
prinsip perundangindangan pajak maupun dalam pelaksaannya harus
dipegang teguh, Musgraverd®lusgrave (1989:123) memandang bahwa
keadilan dalam pajak dikatakan adil apabila setiap orang membayar pajak
sesuai dengan kemampuannya, sehingga setiap orangmngangunyai
pendapatan yang sama membayar jumlah pajak yang sama atau biasa
disebut keadilan horizontéiorizontal equityflan orang mempunyai yang
mempunyai pendapatan yang lebih besar membayar pajak lebih besar atau

disebut dengan keadilan vertiqaertical equity) Keadilan pemungutan
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pajak, menurut Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave (1989:125)
terdapat dua macam prinsip keadilan, yaitu:
a. Benefit Principle
Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus
membayar sejalan dengan manfaatngyadinikmatinya dari
pemerintah. Pendekatan ini disebBRevenur and Expenditure
Approach
b. Ability Principle
Pajak sebaiknya dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan
kemampuan membayar.

Keadilan yanglikemukakarRosdiana (2005:12Xebagai berikut:

fAsaskeadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata.

Pajak dikenakan kepada oraogang pribadi sebanding dengan
kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai
dengan manfaat yang diterimanya dar

Adolf Wagnerditerjemahkan oleArdhian (2007:42jnengemukakan
bahwa asas keadilan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak
yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang
sama (diperlakukan samdjdak hanya mensyaratkan adanya pemerataan
dan persamaan paKukan, keadilan dalam pemungutan pajak dalam
paham yang moder n me njugauberartM@ahwai e Mu h
petugas pajak tidak boleh berlaku sewerargang terhadap pembayar
pajak yang telah menyetorkan sebagian penghasilannya kepada
Pemerintah. Menurut Soemitro  dan Sugiharti  (2004:10)

mengatakangkomodasi asas atau prinsip keadilan dalam pemungutan
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pajak terlihat pada saat dimulainya penyusunan undadgng pajak.
Sebagai pedoman untuk menentukan terpenuhinya prinsip keadilan dalam
perundangundangan menurut Adam Smith dalam bukunya yang
kemudian dikenal dengarhe Four MaximgSuandy, 2005:27) yaitu :
1. Equality
Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang
dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan
yang dinikmatinya dibawah gerdungan pemerintah. Dalam hal
ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi
diantara sesame wajib pajak. Dalam keadaa yang sama wajib
pajak diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak
diperlakukan berbeda.
2. Certainty
Pajak yandharus dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak
mengenal kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang
diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif
pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
3. Convenience of Payment
Pajak hendaknya plungut pada saat yang paling baik bagi wajib
pajak, yaitu pada saat sedeklakatnya dengan saat diterimanya

penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
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4. Economic of Collection
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien
mungkin, jangan sapai pemungutan pajak lebih besar dari
penerimaan pajak itu sendiri.
Bahwa dalam pendapat yang saklaaldun(2012:103) telah
menekankan prinsiprinsip perpajakan dalam bukunya berjudul
Amugaddi maho yaitu meliputi prinsip
juga menekankan pada pringpnsip kemudahan dan produktivitas yang
tidak menindas
Tanya (2011:24) mengemukakan bahwa keadilan itu dikategorikan
menjadi tiga bagian. Pertama, keadilan distributif yang menunjuk pada
prinsip fAkepada wngsanp, kepadagangiidak gama k an vy
di beri kan yang ti dak sama paiul ao. Ke
penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak
sesuai dengan hukum. Ketiga, keadilan hukum yakni menunjuk pada
ketaatan terhadap hukurMenurut Tanya, menaati hukum bermakna
bahwa hukum itu berisi tentang kepentingan umum, maka keadilan hukum

disebut juga dengan keadilan umum.
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12. Kerangka Pemikirian

Sewa atas tanah dan
banaiinan
Usaha Indekos

Pajak Penghasilan Perda Kota Malana Peraturan

Pasal 4 ayat 2 Pemerintah
No 2 Tahun 2015 Nomor 46 Tahun

Asas Keadilan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah peneliti 2018

Sewa atas tanah dan/atau bangunan merupakan objek pajak dari
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) yang termasuk di dalamnya
adalah pajak indekos. Pada Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun
2013 tentang Pajak Daeralard Retribusi Daerah disebutkan bahwa
rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 kamar merupakan objek dari
peraturan ini yang dikenai tarif 5% x jumlah pembayaran. Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari
usaha yang diterimatau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran

bruto tertentu pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa peraturan ini
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diperuntukan kepada penerima penghasilan dari usaha tidak termasuk
penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan
peredaan bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak.
Tetapi, indekos tidak masuk dalam objek pajak peraturan ini, Peneliti
ingin membadingan bagaimana jika Indekos juga dimasukkan kedalam
mekasnisme pengenaan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013jtEatjak
Penghasilan (PPh) dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak

yang memiliki peredaran bruto tertentu.
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyond®:@0adalah
pada dasarnya merupakeara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu
diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti
kegiatan penelitian itu didasarkan pada-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris
dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengacacara
yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti
caracara yang dilakukan itu dapat diamati oletidra manusia, sehingga orang lain
dapat mengamati dan mengetahui eae yang digunakan. Sistematis artinya
proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan latagightah tertentu

yang bersifat logis.

A. Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakaalaim penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2014:7) pendekatan kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan carfrigsss dan
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Creswell

(2013:12) penelitian kualitatif yaitu :
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Aan inquiry process of wunderstanding

on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting

deai |l ed view of informants, and conduc

Dari kedua pengertian di atas, pendekatan kualitatif bertujuan untuk
memahami mengenai suatu fenomena sosial memalui observasi langsung.
Fenomena sosial yang akan dijelaskan dalam penelitiayaitu fenomena
terkait Perundangndangan Pajak Indekos jika dilihat dari perspektif
pengenaan objek dan tarifnya. Data yang diperoleh bersifat kualitatif yang
sifatnya sebagai penunjang pada pembahasan yang terdiri dari data primer dan
data sekunder. Dagarimer diperoleh dari wawancara dengan informan yang
berwenang dan terkait dengan permasalahan yang akan ditelaah oleh peneliti.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literakata kepustakaan,
UndangUndang dan produk hokum yang terkait dengajakp&otel atas
Indekos.

Menurut Prasetyo dan Jannah (200:37) Jenis penelitian merupakan upaya
mengklasifikasikan penelitian yang sudah ada yang tujuannya untuk
memudahkan peneliti yang dalam melakukan penelitian. Penelitian dapat
diklasifikasikan menjadi Jenis yaitu berdasar tujuan dan manfaat. Jenis
penelitian yang digunakan peneliti tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tujuan Penelitian
Neuman (2007:15) mengklasifikasikan penelitian berdasar pada
tujuannya menjadi 3 (tiga), yaitu eksplorasi, deksripsisplanasi.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskripsi. Menurut Babbie
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(2008:19xisoci al research, of course, seryv
most common and useful purposes are explanation, description, and
explanation. o

Menurut Faisal (19%:20) penelitian deskriptif adalah penelitian yang
ditujukan untuk ekplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau
kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang
berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Peneliti gedaaiitian
ini menggunakan penelitian deskriptif karena ingin mengetahui bagaimana
Peraturan Perundafgndangan terkait pajak hotel atas indekos dalam
menetapkan objek. Selain itu, penelitian deskriptif lebih menggambarkan
fenomena yang terjadi beserta @grarannya dan juga penyelesaian
masalah yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan kepastian objek
dan tarif yang dikenakan pada pajak hotel atas indekos ini.
Berdasarkan Manfaat

Penelitian ini termasuk penelitian yang manfaat dari hasil penelitian
untuk pengembangan akademis. Menurut Prasetyo dan Jannah (2005:38)
Penelitian mumi menjadi sumber gagasan dan pemikiran serta mendukung
teori menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Penelitian ini
lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dasarga dilakukan

dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.
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B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian penting dilakukan supaya penelitian lebih fokus dan jelas.

Melalui fokus penelitian ini nantinya peneliti akan mengarahkan dan

membatasi fokus pembahasan yakgn diteliti. Menurut Moleong (2014:97).

Fokus penelitian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pusat

perhatian peneliti dalam menemukan serta memilah data mana yang diperlukan

untuk penelitian. Fokus penelitian juga berperan dalam menghiadzanya

bisa permasalahan yang diteliti, sehingga mencegah adanya pembahasan yang

terlalu melebar pada permasalahan yang akan diteliti.
Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan dasar pengenaan objek pajak indekos jika dilihat dari
perspekf PP 46, Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan Peraturan Daerah
Kota Malang No 2 Tahun 2015.

2. Menganalisis dasar pengenaan tarif pajaklekos jika dilihat dari
persperktif PP 46, Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan Peraturan Daerah

Kota Malang No 2 Taln 2015.

C. Lokasi dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti diharapkan dapat
memperoleh gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan pengamatan
yang akan dilakukan dan memperoleh data serta informasi lainnya yang
berkaitan degan topik penelitian. Lokasi penelitian memiliki peran yang

sangat penting dalam mendukung keberhasilan penelitian. Lokasi Penelitian ini
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adalah Kota Malang. Sedangkan situs penelitian ini dilakukan pada tempat
tempat utama terkait dengan tema yang pehbil. Adapun situs penelitian
ini terdiri dari:
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
2. Badan Pelayanan Paj@laerah Kota Malang.
3. Wajib Pajak Hotel atas Indekos di Kota Malang.

Adapun objek penelitian di Kota Malang dipilih karena Kota Malang
merupakan kota Pendidikan dimana terdapat banyak usaha usaha indekos.
Berdasarkan alasan ini peneliti menganggap bahwa Kota Malang tepat unruk

dijadikan objek penelitian.

. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, gagtpimer
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya yang diamati dan dicatat pertama kali oleh peneliti. Sedangkan data
sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Menurut Moleong
(2014:157) sumberada merupakan benda dan bergantung pada jenis data, hal
atau orang, dan tempat dilakukannya penelitian. Jenis data yang dibutuhkan
oleh peneliti adalah:
1. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama

di lokasi penelitan atau objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini,

peneliti melakukan wawancara mendalam dan studi lapangan terhadap
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narasumber berupa informan yang terdiri dari pihak dari Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Malang Selatan, Dinas Pendapatan Daerah Itztagy
dan Wajib Pajak atas Indekos.

2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang langsung diperoleh dari sumber kedua
atau sumber sekunder dan diperoleh secara tidak langsung dari objek
penelitian yang bersifat publik, seperti gambaran umum serta tewi ya

didapat dari buku atau jurnal ilmiah.

E. Metode Pengumpulan Data
Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah digunakannya metode
dalam pengumpulan data, hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bogdan dan
Biklen serta Lincoln dan Guba, sebagaimaikatip oleh Moleong (2014:8)
metode ini terdiri dari pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan
menggunakan Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.
1. Pengamatan
Pengamatan yanglakukan peeliti berupa pengamatan yang tidak
terlibat (onpartisan observation Menurut Sugiyono (2@145)
observasi nonpartisan berarti peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai
pengamat independen. i mencatat, menganalisis dan selanjutnya
dapt membuat kesimpularRPengamatan dalam observasi nonpartisan

tersebut peneliti menggunakan observasi terstruktur. Observasi terstruktur
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adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang
akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.
Wawancara

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:12A&awancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewe) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai
(interviewe@ sebagai pemberi jawaban atas pertanydtu. Maksud
diadakannya wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba
(1985:266) antara lain: mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan,
organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi
kebulatarkebulatan harapan padanasa yang akan mendatang;
memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik
manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memuverifikasi,
mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti
sebagai pengecekan anggotawancara dilakukan kepada informan
untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai fenomena yang
terjadi.

Tujuan wawancara dengan informan tersebut adalah agar informasi
yang diperoleh dapat didalami dan semakin fokus. Dalam mekaih
informant yang diutamakan bukan jumlah atau seberapa barkgk
informant yang diwawancarai, melainkan dengan mempertimbangkan
aspeksetting(dimana penelitian akan dilakukan), pelaku (siapa yang akan

diobservasi atau diwawancarai), kejadian (apa yang akan dilakukan oleh
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aktor/pelaku) dan prosed/awancara dilakukan secara mendalam dengan
berbagai pihak yang dianggap mengetahui dengan pasti dan memiliki
kompetensi terkait masalah penelitiBalam penelitian ini, yang menjadi
objek penelitian adalah dua Wajib Pajak Badm dua Wajib Pajak
Orang Pribadi.
3. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penulisan
ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan cara
membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, majalah, jurnal,
paper, undangundang, Keputusan Menteri Keuangan, dan sebagainya.
Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan kerangka teori
dalam penentuan arah dan tujuan penelitian serta mencari Koorssgp
dan bahafbahan yang sesuai dengan konteks periaasa skripsi ini.
Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teori mengenai

perilaku wajib pajak.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti
dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya abitkeh dan hasilnya lebih
baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah
diolah (Arikunto, 2000:134). Untuk membantu peneliti melakukan penelitian

digunakan beberapa instrumen pendukung, antara lain :
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1. Peneliti sendiri, menurulasution (1988) dalam Sugiyono (B)223)
menyatakan:

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa,
segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masdas, f
penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil
yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan
jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang
penelitian itu. Dalam keadaan yang setidak pasti dan tidak jelas itu,
tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu
satunya yang dapat mencapainya.

2. Pedoman wawancara{erview guidg merupakan garis besar yang akan
ditanyakan pada saat proses wawancara, hal itujban agar pencarian
data dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman wawancara berisi
tentang daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk memudahkan
wawancara yang akan dilakukan.

3. Peralatan penunjang, merupakan alat tulis atavakdatiain yag akan
digunakan oleh peneliti dalam keperluan penelitian.-Alat ini berguna
untuk menangkap data atau informasi dalam proses penelitian yang
dilakukan oleh peneliti. Buku catatan lapangan dibuat oleh peneliti saat
melakukan wawancara, pengamatan, muausaat menyaksikan kejadian

kejadian tertentu yang berhubungan dengan proses penelitian.
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4. Alat dokumentasi, merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk
merekam atau mengambil gambar selama proses wawancara atau
penelitian berlangsung. Peneliti menggkan alat elektronik sebagai
media dokumentasi sepexiepongenggam landphonguntuk merekam

atau mengambil gambar.

G. Teknik Analisis Data

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban
yang diwawancarai. Apabila jawaban yagigvawancarai setelah dianalisis
dinilai belum memuaskan, maka penetfitelanjutkan pertanyaan lagampai
tahap tertentu, setgga diperoleh data yang dianggap krediBelalisis data
dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, sglama
lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Prosessmaigerak dari sesuatu
hal yang khusus atau spesifik yaitu yang diperoleh di lapangan, kearah suatu
temuan yang bersifat umum, yangincul melalui analisis data berdasarkan
teori yang digunakan.

Sesuai dengan penelitian yang digunakan yaitu peneldeaskriptif
dengan pendekatakualitatif, Miles, Huberman danSaldana (20144)
mengemukaka bahwa ada tiga bentuk analisis yaitukondesasi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikdambar model interaktif

yang diajukan Miles, Huberman dan Saldana
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Data /\A

Collection

Data Display

Conclusion:
drawing/verifyin
g

Data
Condensation

Gambar 3.1Components of data analysis: Interactive Model

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana 2044

Tahaparahapan analisis data adalah sgh&erikut:

1. Kondensasi Datédata condensation)
Kondensasi data dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkum, dimana
peneliti memilih hathal yang pokok, dan memfokuskan padatadlyang
pentingdari tema dan polany&ondensasi data dilakukan setelamgliti
melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumeKtasilensasi
data jugadilakukan sesuai dengan indikator yang sudah peneliti tentukan
sebelumnya.

2. Penyajian Dat#&data display)
Penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, berwgganb
hubungan atar kategoriflowchart,dan sejenisnya dalam penyajian data
yang biasa digunakan dan yapgneliti gunakan adalah penyajian data

yang bersifat naratif.
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3. Menarik Kesimpulan dan verifikagConclusion : drawing/verifying)
Kesimpularmenjawab rurasan masalah yang dirumuskan sejak awal dan
Faktor pendukungserta faktorpenghambat baik pada kondisi internal

maupun eksternal

H. Keabsahan Data
Uji keabsahan data diperlukan untuk menguiji tingkat kepercayaan maupun
kebenaran dari penelitian yang diterdnkdengan standar yang adalam hal
ini yang digunakan oleh peliti untuk melakukan keabsahan data adalah :
1. MelakukanPeer Debriefing
Teknik ini dilakukan oleh pegiiti dalam penelitian untuk mendapatkan
berbagai masukan baik berupa kritik dan saram mkneliti lain melalui
suatu diskusi.
2. Triangulasi
Keabsahan data dalam penelitian d@ibuktikan dengan triangulasi data.
Bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi
sumbeman triangulasi teknik seperti yang sudah dijelagk@am jenis dan
sumber dataPeneliti melaksanakan konfirmasi jawaban suatu informan
dengan membandingkan dengan jawaban informan lain atau dengan

jawaban yang diperoleh dari data observasi atau data dokumen.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Gambaran Umum Kota Malang berserta sejarah pemerintahan,
penduduk dan sosiologi, visi dan misi Kota Malang, serta lambang daerah
Kota Malang diambil darwebsiteKota Malang yaitu malangkota.go.id
yang diakses pada tanggal 9 November 2017. Kota Malang adalah sebuah
kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90
km sebelah selatan Kota Surabaya dan merupakan kota terbessar kedua di
Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya, serégiupakan salah satu kota
terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Selain itu, Kota Malang
juga merupakan kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan
setelah Kota Bandung. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup
sejuk, dan selutu wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang.
Kota Malang memiliki luas 110,06 km2. Hingga tahun 2015, Kota Malang
mempunyai 851.298 penduduk yang terdiri dari 419.713 jiwa penduduk
laki-laki, dan 431.585 jiwa penduduk perempuan.

Kota Malang dikenal selmai salah satu kota tujuan pendidikan
terkemuka di Indonesia karena banyaknya universitas dan politeknik
negeri maupun swasta yang terkenal hingga seluruh Indonesia. Kota

Malangmenjadi salah satu tujuan pendidikan berada di kota ini, beberapa
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diantarang yang paling terkenal adalah Universitas Brawijaya,
Universitas Negeri Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang.

Berikut adalah peta Kota Malang.

Gambar 4.1 Peta Kota Malang

Sumber : malangkota.go.id, 9 November 2017

Sebutan lain kota inidalah Kota Bunga, dikarenakan pada zaman
dahulu Kota Malang dinilai sangat indah dan cantik dengan banyak-pohon
pohon dan bunga yang berkembang dan tumbuh dengan indah dan asri.
Kot a Mal ang Pparijsgam Oasi) p v katekaikeindahannya
bagaikaoKot a fAPari so6 di timur Pul au Jawa.
mendapatkan julukafi Z wi t s e r | a kadenakeinuahanaysa ang
dikelilingi pegunungan serta tata kota yang rapi, menyamai negara Swiss
di Eropa. Malang juga berangsamgsur dikenal sebagkota belanja,

karena banyaknyaall danfactory outletyang bertebaran di kota ini. Hal
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inilah yang menjadikan kota Malang dikenal luas memiliki keunikan,

yakni karena kemiripannya dengan Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat,

diantaranya dari segi geo@jsm julukan, dan perkembangan kotanya.

a. Sekilas Sejarah Pemerintahan

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7
8)

9)

Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah
Dinoyo, dengan raja Gajayana.

Tahun 1767 kompeni memasuki Kota.

Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar
Kali Brantas.

Tahun 1824 Malang mempunyai asisten residen.

Tahun 1882 rumahumah di bagian barat Kota didirikan dan Kota
didirikan aluralun.

1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja.

8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang.

21 September 1945 Malang m&3Vilayah Republik Indonesia.

22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda.

10) 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki

Kota Malang.

11) 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

b. Penduduk dan Sosiologi

1)

Jumlah
Kota Malang memiliki luas 110.06 KmKota dengan jumlah

penduduk sampai tahun 2015 sebanyak 851.298 jiwa yang terdiri



2)

3)

4)
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dari 419.713 jiwa penduduk lakaki, dan penduduk perempuan
sebesar 431.585 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan yang terdiri
dari 57 kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT

Komposisi

Etnik masyarakat malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja
keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang
(AREMA). Komposisi penduduk asli berbagai dari berbagai etnik.
(terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil ketardnab dan
Cina).

Agama

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk islam
kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha.
Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja
sama dalam memajukan kotanya. Bangunan tempat ilbaigiak

yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami
(Masjid Agung), Gereja (Alnalun, Kayutangan dan ljen) serta
Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan
keagamaan dengan banyaknya pesantren dan Seminari Alkitab
yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

Seni Budaya

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang
berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya

yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis
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oleh kesenian modern. ¢akesenian ini adalah wujud pertemuan
gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa -Bedatan
(Ponorogo, Tulungagung dan Blitar) dan gaya kesenian
Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

5) Bahasa
Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dmhasa Madura adalah
bahasa sehahari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda
berlaku dialek khas Malang yang disebub o s o  waitd cark a n 6
pengucapan kata secara terbalik. Gaya bahasa di Malang terkenal
kaku tanpa unggabingguh sebagaimana bahagawa kasar
umumnya. Hal ini menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas,
lugas dan tidak mengenal bdsasi.

6) Pendatang
Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar atau
mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu
akan kembalike daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari
wilayah di sekitar Kota Malang untuk golongan pekerja dan
pedagang. Sedang untuk golongan pelajar atau mahasiswa banyak

yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur).

c. Visi dan Misi Kota Mal ang
Pemerintahan Kota Malang dibawah pimpinan Ir. Mochammad
Anton dan Drs. Sutiaji. Selama periode jabatan 280B3 menetapkan

Visio: AMENJADI KAN KOTA MALANG SE|
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BERMARTABATGOG. Vi si BERMARTABAT dapa

dari beberapa prioritas pembangn yang menunjuk pada kondisi

kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2018, yakni
Bersih, Makmur, Adil, Religiudoleran, Terkemuka, Aman,

Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Adapun penjelasan dari akronim

BERMARTABAT adalah:

1) Bersih. Kota Malag yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota
Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan
limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota
Malang sepanjang periode 202318. Selain itu, bersih juga harus
menjadi ciri dari peyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang
bersih harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani
dengan sebaikaiknya.

2) Makmur. Masyarakat yang makmur adalah -cita yang
dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui
serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Dalam
kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian
adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas
pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan
dalam periode pembangunan Kota Ma£20132018.

3) Adil. Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan
adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan

sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan
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kewajiban. Selain itu, adil juga berarti kesetaraasigposemua
masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil
juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan
daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengigah masyarakat,
Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan
fungsinya dengan mengedepankan pripsipsip keadilan.

4) ReligiusToleran. Terwujudnya masyarakat yang religius dan
toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang- 2013
2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua
masyarakat mengamalkajaran agama masingasing ke dalam
bentuk arah berpikir, bersikap dan berbuat. Apapun bentuk
perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai
faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan
pemahaman religius yang toleran, tidak aida konflik pertikaian
antar masyarakat yanng berlandaskan Suku, Adat, Ras, dan Agama
(SARA) di Kota Malang.

5) Terkemuka. Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan
kotakota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak
diwujudkan. Terkemuka dalam hai diartikan sebagai pencapaian
prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh
dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan
memiliki banyak prestasi. Baik di tingkat regional, nasional, maupun

internasional. Terkemukaga dapat berarti kepeloporan sehingga,
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seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor
pembangunan di lingkup wilayah masin@sing.

6) Aman. Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang
mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situa®an berarti masyarakat
Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik
maupun no#fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan
aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif
untuk turut serta mendukung jalannya pembaagunUntuk
menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota
Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi
pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi
suksesnya pembangunan di Kota Malang.

7) Berbudaya. Masyarakat ko Malang yang berbudaya merupakan
kondisi dimana nilahilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat,
sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sefei disemua
tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan,
nilai-nilai sosial, dan adat istilat dalam kehidupan sehhari.
Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi
kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi-makna
maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan
datang.

8) Asri. Kota Malang yang asadalah dambaan masyarakat. Keasrian,

keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah
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karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang
makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak
memperhatikan aspek lingkungan. Makat&Malang dalam lima
tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah.
Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik dan non
fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan
sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapafjddkan dengan
partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

9) Terdidik. Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat
mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan
perundangan. Amanat Undabipdang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pediidikan Tinggi mewajibkan tingkat pendidikan dasar 22
tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan
masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang
sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masmaging. Masyarakat
yang terddik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota

Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas,
maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun-2018 adalah
sebagai berikut :

1) Menciptakan masyakat yag makmur, berbudaya dan terdidik

berdasarkan nilanilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
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2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur, dan
akuntabel.

3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan
berkesinambungand@ dan ekonomis.

4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang
sehingga bisa bersaing di era global.

5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik
fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.

6) Membangun Kota Malnagebagai kota tujuan wisata yang aman,
nyaman, dan berbudaya.

7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan
kompetitif.

8) Mendorong produktifitas industri dan ekonomi skala besar yang
berdaya saing, etis, dan berwawasan lingkungan.

9) Mengemlangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang

nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
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d. Lambang Daerah Kota Malang
Mott o A MALANG KUCECWARAO ber a

menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar.

Gambar 2.2Lambang Kota Malang

Sumber : malangkota.go.id, 9 Agustus 2017

Arti Warna :

1) Merah Putih, adalah lambang bendera nasional Indonesia

2) Kuning, berarti keluhuran dan kebesaran

3) Hijau, adalatkesuburan

4) Biru Muda, berarti kesetiaan pada Tuhan, Negara dan Bangsa

5) Segilima Berbentuk Perisai, bermakna semangat perjuangan
kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat
membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkapancasila.
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2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan
a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang
Selatan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu unit kerja di
bawah lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yangilike
sebuah tugas guna melaksanakan pelayanan khususnya di bidang
perpajakan. Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) yaitu kepada masyarakat di dalam lingkup Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) yang sudah terdaftar sebagai wajib pajalumayang
tidak atau belum terdaftar. Sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) mengalami perubahan, modernisasi sistem, dan struktur
organisasi menjadi sebuah instansi yang berpegang teguh dan
berorientasi kepada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak.

Pada tahun 2002 dibentuk 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Wajib Pajak Besar yang meanangani 300 (tiga ratus) wajib pajak
badan terbesar di seluruh Indonesia dan jenis pajak yang
diadministrasikan vyaitu pajak penghasilan (PPh) serta pajak
pertambahan rai (PPN). Kemudian pada tahun 2003 dibentuk 10
(sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus seperti Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Wajib pajak badan dan
orang asing, serta perusahaaasok bursa. Pada tahun 2004 dibentuk

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya.
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Pada saat itu terjadi perombakan dan perubahan yang sangat
signifikan, dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) beralih pembagian
kerja dari jenis pajaknya kepada wajib pajak dan wilakahanya.
Adapun contoh pembagian Kantor Peayanan Pajak (KPP) berdasarkan
wajib pajaknya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Madya. Pada pembagian wilayah kerjanya semua
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai valakerja masingnasing
yang sesuai dengan pembagian yang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak (DJP).

Berdasarkan hal di atas guna mewujudkan visi dan misi Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) yaitu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
kualitas pelayman, maka pada tanggal 4 Desember 2007 dilakukan
pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan
tersebut berdasarkan surat keputuan menteri keuangan nomor
132.PMK/2006 serta suratdaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE
19/PJ/2007, yang sebelumnya dengan nama Kantor Pelayanan Pajak
Malang. Pembentukan tersebut bersamaan dengan pembentukan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama lainnya yang diresmikan di seluruh Kantor
Wilayah Jawa Timurll.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak
Pratama (KPP) Malang Selatan merupakan pecahan dari Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Malang yang merupakan Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Induk. Berdasarkan pada pembagian kerjanya Kantor Realaya
Pajak (KPP) Induk ini di Kabupaten maupun di Kota Malang dipecah
menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan, Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Kepanjen, dan Kantor Pelayanan PKRR) Pratama

Singosari.
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Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan merupakan
salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bersifat modern karena telah
menggabungkan jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Burdan Bangunan (PBB) serta
pemeriksaan pada satu kantor. Penggabungan tersebut dilakukan guna
memudahkan dan memberikan pelayanan yang sangat prima kepada
wajib pajak. Kantor ini juga merupakan bagian dari Kantor Direktorat

Jenderal Pajak Wilayah Jawa Tinmlrdi Kota Malang.

b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

1) Visi
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem
administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya
masyarakat dengan integritas dan profedieme yang tinggi.

2) Misi
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan unoialang
perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui sistem

administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

c. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Malang Selatan
1) Tugas

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan wajib pajak di
berbagai bidang perpajakan. Biddmdang perpajakan tersebut antara
lain seperti bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan pajak
penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak tidak langsung
lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan undadgng yang
berlaku.

2) Fungsi
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Dalam melaksanakan sebuah tugasnya, daP¢layanan Pajak (KPP)

Pratama Malang Selatan menyelenggarakan sebuah fungsi antara lain:

a) Penelitian, pengawasan dan penatausahaan surat pemberitahuan
tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak;

b) Penelitian, pengawasan dan penatausahaabg&ran masa dan
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak
Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c) Penyajia informasi dan pengolahan data perpajakan;

d) Ekstensifikasi dan penggalian potensi wajib pajak;

e) Pendataan, pemutakhiran objek dan subjek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB);

f) Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan;

g) Penatausahaan penyelsaiarbém@atan, banding, restitusi Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah
(PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) lainnya, Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);

h) Penatausahaan peny@®sy pengurangan angsuran dan

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Nilai-Nilai Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan memiliki
nilai-nilai organisasi dalam menjalankan sebuah tugasnya sebagai apratur
perpajakan. Adapun nilailai organisasi dari Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Malang Selatan antara lain:
1) Integritas yaitu berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik

dan benar serta memegang teguh kode etik dan ppnisigip moral;
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2) Profesionalisme yaitu bekartuntas dan akurat atas dasar kompetensi
terbaik dengan penuh tanggung jawa dan komitmen yang tinggi;

3) Sinergi yaitu membangun dan memastikan hubungan kerjasama serta
kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk
menghasilkan sebuah karyang bermanfaat dan berkualitas;

4) Pelayanan vyaitu memberikan layanan yang memenuhi kepuasan
pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati,
transparan, cepat, akurat, dan aman;

5) Kesempurnaan yaitu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala

bidang guna menjadi dan memberikan yang terbaik.

. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan terletak di
Jalan Merdeka Utara nomor 3 Malang dengan kode pos 65119. Telepon
Kantor Pelayanan Pd&a(KPP) Pratama Malang Selatan yaitu (0341)
361121, (0341) 361971, serta nomor fax yaitu (0341) 364407. Gedung yang
ditempati oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan
yaitu bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang yang merupakan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Induk. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Malang Selatan ini letaknya sangat strategis dan sangat mudah
ditemui lantaran terletak di tengah Kota Malang yang tepatnya di depan
Alun-Alun Kota Malang. Selain itu Kantor PelayanajaRdKPP) Pratama
Malang Selatan juga berada di samping Kantor Bank Indonesia Kota

Malang.

Wilayah Kerja
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maalng Selatan memiliki
cakupan wilayah kerja yang menjadi wewenangnya. Cakupan wilayah kerja

tersebut cukup Il lantaran mencakup tiga kecamatan dan beberapa
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kelurahan di Kota Malang. Adapun wilayah kerja dari KPP Pratama Malang
Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan

Nama Kecamatan Nama Desa / Kelurahan

a. Kedungkandang Arjowinangun, Tlogowaru, Mergosono, Bumiayy
Wonokoyo, Buring, Kotalama, Kedungkandang,
Cemorokandang, Lesanpuro, Madyopuro,

Sawojajar.

b. Klojen Klojen, Rampal Calekat, Samaan, Penanggunge
Gadingkasri, Bareng, Kasin, Sukoharjo, Kaumar|
Kidul Dalem, Oro Oo Dowo

c. Sukun Bandulan, Pisang Candi, Mulyorejo, Sukun,
Tanjungrejo, Bakalan Krajan, Bandungrejosari,
Ciptomulyo, Gadang, Karang Besuki, Kebonsari

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, 2017

g. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Struktur organiasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang
Selatan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak dalam pasal 60. Peraturan tersebut menjelaskan
bahwaKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama setidaknya memiliki-seksi
seksi yang terdiri dari:
1) Subbagian umum dan kepatuhan Internal;
2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
3) Seksi Pelayanan;
4) Seksi Penagihan;
5) Seksi Pemeriksaan;
6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuam
7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il;

9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,
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10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;

11) Kelompok Jabatan Fungional.

Berdasarkan hal tersebut susunan struktur organisasi pada Kantor

PelayanarPajak (KPP) Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:

KANWIL DJP JATIM 1l
Rudy Gunawan Bastari

KEPALA KANTOR
Dwi Joko Kristanto

KELOMPOK
FUNGSIONAL
8 Peaawai

SUB BAGIAN SEKSI SEKSI SEKSI
UMUM & SEKSI PDI PELAYANA PENGAWASAN \ PENGAWASAN
KEPATUHAN Suryanto N DAN &
INTERNAL Norejo Dhanny KONSULTASI | KONSULTASI
Enny Widiastuti 5 Pegawai Irwansyah Muhammad 11N
9 Pegawai 12 Pegawa Muijib Arif Budiman
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGAWASAN PENGAWASAN SEKSI SEKSI EKSTENSIEIKI
& KONSULTASI & PEMERIKSAAN PENAGIHAN ASI DAN
. KONSULTASI Ambar Rengganis Abdul Rozik PENYULUHAN
Muhammad Joni Vv 2 Pegawai 3 Pegawai M. Subhan
5 Pegawai Fatchurohman 4 Pegawai

Gambar 4.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, 2017

Dari gambar struktur organisasi di atas dapat diketahui bahwa Kantor
Pelayanan Pajak (KPPyd&ama Malang Selatan dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya dipimpin oleh kepala kantor yang dibantu dengan sub
bagian umum. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan juga
memiliki 9 (sembilan) seksi yang terdiri dari seksi pelayanan, seksi
pemeriksaan, seksi penagihan, seksi ekstensifikasi, seksi pengawasan dan
konsultasi, seksi pengolahan data dan informasi (PDI), serta kelompok
jabatan fungsional lainnya.

3. Gambaran Umum Badan Pelayanan Pajakkota Malang
Pada awalnyaBadan Pelayanan Pajakota Malang, disebut Dinas

Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat
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Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akubat
meningkatnya volume dan jenis pejaan, maka berdasarkan Keputusan
Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas
Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah
Daerah Tingkat 1l Malang. Dalam perkembangan selanjutnya Dinas
Pendapatan meatami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung
dengan Peraturan perundangan antara lain :
a. Peraturan Daerah Kotamadya Dati || Malang Nomor 18 Tahun 1989
tentang susunan organisasi Dispenda Malang;
b. Peraturan Daerah Kotamadya Dati Il Malang Nomor 9 hm&alf206 dan
dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun
1996. (Perubahan Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat 1l Malang

ditingkatkan klasifikasinya menjadi tipe A).

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari
2001 Penerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang
menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan,
kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dieldagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam
Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malabgngan
diterbitkannya Undangndang Nomor 23ahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah téoMalang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58
Tahun 2008 tentangf Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Kota Malang.
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Dengan diterbitkannya Undanumpdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yandakimnya terdapat amanah
pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka
Pemerintah Kota Malanh menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan (PBB P1Rerubahantersebut menuntut adanya
penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
serta Peraturan ®kota Malang No 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas
Pokok,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah.
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan
pajak daerah;

b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan, Bea Perolehan
Hak atas Tarfadan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah Lainnya;

c. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) PerkotaalBea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah Lainnya;

d. Penyusunan dan pelaksanaangembangan potensi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah Lainnya;

e. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Perkotaan, Bea Perolehan Hak atashTaan

Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah Lainnya;
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Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan,
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah
Lainnya;

. Pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
Pajak Daerah Lainnya;

. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan
pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangu(RBB) Perkotaan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah
Lainnya.

Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan
penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan, Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTBN) eajak Daerah Lainnya.
Pengendalian bendzenda berharga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
Pajak Daerah Lainnya.

Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan @B) Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya.

Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;

. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pagtotdan Pajak
Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perumcdaggan;

. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi;

. Pelaksanaan pemeliharaan baram@ik daerah yang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
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g. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya,

r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausamakeuangan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;

s. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

t. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan
Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

u. Pelaksanaan pengukuran Indédepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

v. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerabh;

w. Penyampaian data hasil pembangunan daarnmdsi lainnya terkait
layanan publik secara berkala melal@bsitePemerintah Daerah;

X. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

y. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional;

z. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas gakdlngsi; dan

aa.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas pokoknya

B. Penyajian Data

1. Membandingkan dasar pengenaan objek pajak indekos jika dilihat dari
persperktif Peraturan Pemerintah 46, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4
ayat 2, dan Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015

Indekos merupakan bisnis dengan menyewakan sebagian dari rumahnya
untuk disewakan kepada orang lain dengan membayar jumlah tertentu.
Indekos dipandang dari sisi perpajakan merupakan objek pajak, naraom dal
implemetasinya masih terdapat ambiusitas dalam pengenaan pajaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum yang digunakan dalam
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pengenaan sewa indekos dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan
pendekatan deskriptif studi pustaka.

BapakArif Budiman selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultas
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan menjelaskan bahwa :

APenerapan dasar pengenaan obj ek
(indekos) ini saya juga bingung. Ini peraturan baru bularessr ini.

Ini saya juga punya slide sosialisasi. Kalau disini 10 persen mas. Kalau
yang saya baca di buku saku pemilik indekos yang di pajak.go.id ini
masih belum ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang pajak
indekos ini, kemungkinan indekos idipersamakan dengan persewaan
tanah dan bangunan. Dasar pengenaan objeknya di Pajak Penghasilan
(PPh) pasal 4 ayat 2 ya dasar yang digunakan ya penghasilan dari
persewaan atas tanah dan bangunan dimana indekos masuk didalam
pengertian tersebut dimana dikéan 10 persen dikali jumlah peredaran
brutonya. Cuman mengacu pada Peraturan Nomor 34 Tahun 2017, maka

pa

indekos i ni di kecual i kan. Mestinya

(Hasil wawancara pada tanggal 5 Desember 20Kanior Pelayanan
Pajak Pratama Malargelatan).

Hal ini selaras dengan Undakpdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Menurut ketentuan itu, pajak
hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Jenis pajak ini
termasuk pajak daerah tkeg dua (kabupaten/kotallotel adalah fasilitas
penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran. Jasa yang dimaksud termasuk fasilitas penunjang yang
memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain fakilitasan dan
olah raga, jasa telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci
setrika {aundry), transportasi, dan sebagainya yang disediakan atau dikelola
hotel.

Objek pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas indekos, ada
yang dpat masuk dalam penjabaran sewa atas bangunantiggeraturan
Indekos, ada yang tidak. Pada peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1996
tentang pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari persewaan
tanah dan/atau bangunan tidak dapat k&swena sudah jelas poin apa saja
yang dikenai pajak atas sewa tanah dan/atau bangunan, keputusan direktur

jenderal pajak nomor KER27/PJ.2002 tentang pelaksanaan pembayaran dan
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pemotongan Pajak penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah
danatau Bangunan tidak dapat masuk, karena pertemuan termasuk bagiannya
menjelaskan gedung dan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
394/KMK.04/1996 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari persewaan @amaltad bangunan
dapat masuk indekos, karena ada penambahan atau pertemuan termasuk
bagiannya dan rumah salah satu yang dijelaskan dari pertemuan termasuk
bagiannya tersebut, sehingga kamar kos yang merupakan pertemuan dari
rumah dapat masuk dalam peratuita.

Bapak Arif Budiman selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan menjelaskan bahwa :

APerbandingannya ya kalau Peraturan
kalau Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 aydt 20 persen. Kalau

Peraturan Daerah itu setahu saya kalau nggak 5 persen ya 10 persen.
Saya kurang paham masalah peraturan daerah karena itu bukan ranah
saya mas. Kekurangannya ya kalau menerapkan Peraturan Pemerintah

46 itu pendapatan pajaknya menjbahih kecil, kelebihannya ya lebih

mudah mas, tapi kembali lagi pada kenyataannya Peraturan Pemerintah

46 ini buat sebagian orang ya masih memberatkan. Coba tanya ke bakul

bakul yang dipasar kasih 1 persen masih merasa berat. Jadi kalau
ngomong kelebihandkurangan ya nggak ada. Karena kalau berbicara
tentang pajak itu ya wajib. Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Malang Selatan dalam sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan kepada wajib pajak hotel atas indekos terkait dasar
pengenaan oblepajak indekos, kita sering sebar brosur ke kelurahan,
siarandiradic adi o maupun koran. o (Hasil we
Desember 2017 ddantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).

Bapak Nanang Swish selaku Kepala Seksi Pengembangan Potensi Badan
Pelayanan Pajak Kota Malang menyatakan hal yang sama bahwa :

APerbandingan atau pebelbpmdkiadekosd as ar
jika dilihat dari perspektif @aturan Pemerintad6, Pajak Penghasilan
(PPh)pasal 4 ayat 2, maupun Peraturan Daerah Kota M&angr 2

Tahun 2015 kalau Peraturan Pemerintah 46 dan Pajak Penghasilan
(PPh) itu saya kurang tahu ya konsepnya seperti apa. Cuma kalo
Peraturan Daerah ya pajak ini dikenakan kepada penyewa cuman
pemilik sebagai wajib pajaknya, seperti itu. Ya kekurangani
peraturan daerah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Peraturan daerah
masih tidak objektif dalam pengenaan objeknya pajak. Harusnya yang
dijadikan patokan itu ya total omsetnya. Karena yang berkembang di
sekarang itu begini. Wajib Pajak dengan jum®® kamar hanya terisi

5 kamar harga perkamar 500 ribu. Ada pemilik dengan jumlah 8 kamar
terisi penuh harga perkamar 500 ribu juga. Dari sini saja sudah tidak
objektif mas, omset lebih besar yang 8 kamar yang tidak terdaftar punya
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Nomor Pokok Wajib PajafNPWP). Jadi harusnya nanti yang dijadikan

acuan itu omsetnya atau omset minimal. Untuk meningkatkan itu ya kita
sering lakukan sosialisasi mas, biasanya ke kelurahan ke RT atau RW.
Untuk pemilik indekos sendiri yang sudah terdaftar Nomor Pokok
Wajib Paj& ( NPWP) kita terus | akukan
wawancara pada tanggal 6 Desember 2017 di Badan Pelayanan Pajak
Kota Malang).

Berdasarkan pasal di atas dapat dilihat bahwa subjek yang harus
membayar Pajak Penghasilan (PPh) adalah pemilik dari rumaBé&saran
pajak yang dibayarkan sesuai dengan penghasilan dari hasil sewa kamar yang
diterima oleh pemilik kos. Pemilik kos dapat memotong langsung biaya dari
penyewa untuk dibayarkan sebagai Pajak Penghasilan (B&igk Hildha
Gerry selaku salah satuRdéik Rumah Kos menyebutkan bahwa :

fiNama saya Gerry mas. Jumlah kamar kos yang saya miliki 7 Kamar.
Kalau pendapatan ya nggak tentu ya mas. Kalau perkamarnya harganya
400 ribu ada yang 500 ribu. Kalau saya mata pencarian utamanya ya
sewa mobil mas rentalaSaya tahu mas tentang pajak yang kata mas
itu. Sebenernya juga merasa keberatan ya mas. Ini kos punya saya
sendiri kok dipajakin. Tapi akhirnya saya bikin Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) juga karena kan saya ambil cicilan mobil salah satu
syaratnya harugunya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mas. Kalau
aturannya saya gak tau juga ya mas, males juga mau baca yang penting
saya bayar aja berapa tagihannya. Yang jelas saya itu mengurus Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga untuk syarat ambil kredit mas.
Tarifnya berapa saya kurang paham juga mas. Cuma kemarin dari
petugas bilang dikenakan 1 persen dari penghasilan saya. Ya pokoknya
saya dapat hasilnya berapa saya bayar sesuai penghasilan saya mas,
misalnya tidak ada yang kos ya saya bilang aja tidak ada yangdy@s.

bayar pajaknya pakai uang saya dari aaa#tk yang kos itu mas. Jadi
totalnya berapa ya itu yang saya bayarkan. Misalnya-anak kos
bayar kos 400 ya itu 400 aja sudah. o
Desember 2017 di Kota Malang).

Hasil dari gnelitian yang dilakukan manyatakan bahwa indekos sendiri
dikenakan PPh 4 ayat, Aisisi lain merupakan objek pajak daerah
(Kepemilikan di atas sepuluh kamadgn jika dikaj lebih jauh indekos juga
termasuk dalam objek Pajak Pertambahan Nilai. PadaasmjPasal 4 ayat

3 huruf 1 UndangJndang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan

Nilai dijelaskan bahwa :
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1. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di, hotelah
penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan
kegiatan perbtelan untuk tamu yang menginap; dan

2. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel,
rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Pada Pasal 4A ayat (3), jelas disebutkan jasa apa saja yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dadekos ini sendiri tidak termasuk
jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai pada pasal 4A ayat (3) atau
dengan kata lain indekos merupakan objek yang harus dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai jika memiliki omzet diatas Rp 4.800.000.0@@dapat
usahasejenis yang menyerupai dengan indekos yang dikecualikan dari
pengenaan pajak pertambahan nilai yaitu perhotelan, kedua jasa ini memiliki
dasar mkum yang berbeda dalam pengenaannya, indekos merupakan objek
dari pasal 4 ayat 2 atas penghasilan persewaah tian/atau bangunan yang
dikenai tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, sedangkan jasa
perhotelan sendiri adalah objek dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 , pajak penghasilan 1% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto
tertentu, maka daitu indekos tidaklah dikecualikan dari apa saja yang tidak
dikenakan pajak pertambahan nilai.

Namun untuk Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan (PPh) atas Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang
memiliki peredaran bruttertenty Indekosbukarilah merupakan objek pajak
peraturan ini. Bila harus membayar ketiga jenis pajak tersebut, tentunya
sungguh sangat memberatkan dan jauh darimilai keadilan horizontal dan
vertikal. Pada peneilitan ini dipertimbangkan untuk peage pajak indekos
dipersamakan dengan pajak hotel dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Usaha yang diterima atau

diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
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Wajib pajak dalam hal ini pemilikndekos dengan jumlah kamar lebih
dari 10, dikenakan kewajiban memungut pajak hotel kepada penyewa sesuai
ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke kas daerah untuk selanjutnya
dipergunakan bagi pembangunan kota. Apabila yang menyewa orang pribadi,
maka disetorkan oleh pemilik indekos, tapi apabila yang menyewa orang
pribadi atau bahan yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh)
sebagai pemberi penghasilan, maka dipotong dan disetorkan oleh penyewa,

pemilik diberikan bukti potong.

Menganalisis dasar pengenaan tarif pajak jika dilihat dari persperktif
Peraturan Pemerintah 46, Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan
Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015
Tarif pajakindekosyang diberlakukan selama ini dinilai kurang adil.
Tarif pajak indekos yang diberlakukaBadan Pelayanan Pajak Daerah
(BP2D) Kota Malang sesuai aturan yang ael@ma ini mengacu pada jumlah
kamar. Pajak kekosan hanya dibebankan kepada pemilik kos yang memiliki
jumlah kamar minimal 10 kamar. Penetapan tadékossesai jumlah kamar
ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 yang
merupakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
pajak.Banyak koskosan yang jumlah kamarnkarang dari 10 namun
memiliki omzet yang jauh lebih besar &aa harga per kamarnya yang lebih
mahal dari koskosan pada umumnya.
Bapak Ade Herawanto selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah

(BP2D) Kota Malang menyatakan bahwa :

A Mi s al n y-kosasm gapgamemilikisdelapan kamar atau sembilan

kamarnamun hargasewanya lebih mahal dibandingkan dengan kos

kosan lain yang punya sepuluh kamar maka pendapatannya pasti jauh

lebih besar dari yang sepuluh kamar. Jika pajak hanya diberlakukan

kepada pemilik ko&osan yang memiliki sepuluh kamar kan ticek

namanya. Piak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang

belum bisa menarik pajak ké®san berdasarkan omzet karena

aturannya belum ad&’a usulan yang kami ajukan saat ini belum

disetujui oleh pusaehingga belum bisa melaksanakan penarikan pajak
kos-kosan lerdasarkan omzet. Saat ini, pihak Badan Pelayanan Pajak
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Daerah (BP2D) Kota Malang tengah mengajukan perubsdizanyak

26 Peraturan Wali Kota (Perwal) Malang terkait pajak. Hal ini
disesuaikan dengan perubahan penamaan atau nomenklatur lembaga
yang dipimpnnya yang saat ini menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah
(BP2D) Kota Malang. Ya perubahan nomenklatur dari Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah
(BP2D) Kota Malang. Sementara itu, Kepala Pendataan, Pendaftaran
dan PenetapaifP3) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota
Malang Kota Malang, Dwi Cahyo mengungkapkeamaknya telah
mendapatkan objek kdssan yamg berpotensi untuk menjadi wajib
pajak (WP). Semua masuk pajak hotel jika ada-KHasan yang
mempunyai minimal sepulukamar. Nantinya dikenakan tarif pajak
sebesar lima persen dari omzet. Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D)
Kota Malangbeberapa waktu lalu juga telah mendapatkan 50 wajib
pajak baru yang masuk kategpdjak hotel. Lokasinya kebanyakan
beradadi seputaran&mpus khususnya di kawasan Lowokwaru. Saat ini
ada sekitar 800 lebih wajib pajak kkssan yang terdata lewat
pendataan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan
Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang di masiaging
kawasan. 0o ( md?2amugit20l&e s . ¢c o m,

Bapak Nanang Swish selaku Kepala Seksi Pengembangan Potensi Badan
Pelayanan Pajak Kota Malang menyatakan bahwa :

AKal au ngomong kos kosan ini kan un
merekabackgrounaya pengusaha, mereka banyak tahu tengdimran,

kalau indekos itu orang orang biasa kebanyakan. Tapi kalau dari
pandangan pajak kepatuhan masih kecil. Banyak pemilik indekos yang

daeng konsul t asi ma |l ah wesbayarrPgiak il oh m
Penghasilan (PPh)ha kok bayarmanehpajak daerahberarti lak

dobel 2?06, Saya jelaskan semua konsepn
penyewa indekos. Ya intinya kalo pengetahuannya masih minim sekali
lah. o (Hasi/l wawancara pada tangagal
Pelayanan Pajak Kota Malang).

Bapak Arif Budiman selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultas Il
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan menjelaskan bahwa :

AfMengenai pengetahuan para wajib Paj
4 ayat 2 (indekos) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang

Selatan, Nah ini mas masalahnya ada disini. Pengetahuannya sangat
minim, padahal sudah kita jelaskan bahwa pajak ini sifatnya wajib.

Pemilik indekos beranggapan bahwa mereka sudah dikenakan pajak kos

oleh pemerintah daerah mengapa masih dikenakan lagih&lani jenis

paj ak yang berbeda objeknya. o (Hasi
Desember 2017 ddantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).

Penerimaan pajak dari sektor usahdekosselama ini belum tergali
dengan optimal. Sebagian besar pemilik ketulm memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan
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Pajak (KPP) Pratama Kota Malang bekerja sama dengan aparat Kelurahan

menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman perpajakan kepada para

pemilik kos. Bap& Arif Budiman selaku Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultas Il Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan menjelaskan
bahwa :

AProses atau prosedur pengenaan
(indekos), 10 persen dikalikan dengan jumlah bruto nilai peae.

Jika Indekos dikelompokan menjadi bagian dari kelompok Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), Bisa saja dikenakan 1 persen jika
nantinya dimasukkan ke dalam kelompok Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM). o6 (Hasil wawancar a

2017 diKantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).

Bapak Nanang Swish selaku Kepala Seksi Pengembangan Potensi Badan
Pelayanan Pajak Kota Malang menyatakan bahwa :

AKal au saya sendiri masi h menil ai
ada batasan kamaraths 10 ya. Jadi nanti yang dikenakan itu kepada
penyewa, semisal untuk kos sebulan harga sewanya satu juta, nah
penyewa membayarkan sebesar satu juta lima puluh ribu, dimana lima

paj

b €

puluh ribu ini untuk pajak, pembayar

wawancara pada tanggal 6 Desember 2017 di Badan Pelayanan Pajak
Kota Malang).

Bapak Hildha Gerry selaku salah satu Pemilik Rumah Kos menyebutkan

bahwa :

ASosialisasi terkait pajak yang di ke

belum pernah ikut mas. Cuma sayarrmah tahu di kelurahan ada
sosialisasi dari kantor pajak, tapi saya tidak datang mas. Menurut saya
ya memberatkan ya mas. Saya dapat penghasilan itu dari indekos kena
pajak. Dari sewa mobil kena Pajak juga. Beda kalo saya pinjam uang ke
bank saya bayar pgeulan berapa karena itu kewajiban saya bayar
cicilan. Ya kalo bisa dihapuskan saja untuk pajak indekos ini mas, kan
banyak juga tetangga yang orang bibssa kasihan kalo harus bayar

pajak uang hasil dari kos kosannya. o

Desember 2017 di Kota Malang).

Bapak Nanang Swish selaku Kepala Seksi Pengembangan Potensi Badan

Pelayanan Pajak Kota Malang menyatakan bahwa :

AJi ka pembagian hasil paj ak di kembal

hasil antara pemerintah pusat dan pemah daerah, sebernarnya gini,
ada pajak dulu bagi hasil ya. Dulu pajak ini kan ditarik pusat ya, jadi
daerah dapat bagi hasil atau Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana
Alokasi Khusus (DAK). Kalau masalah ini awalnya dari otonomi
awalnya. Jadi untuk daerahmdan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

keci l menurut saya itu nggak masal ah
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(Hasil wawancara pada tanggal 6 Desember 2017 di Badan Pelayanan
Pajak Kota Malang).

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang akan
memaksainalkan pendataan pajak indekos pada tahun 2018. Badan Pelayanan
Pajak Daerah (BP2D) akan menggali potensi pajak kos di lima kecamatan
yang ada di Kota Malang. Mantan Sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah

(BP2D) Kota Malang, Djupri mengatakan bahwa :

A Sad ini pendataan pajak kos masih di satu kecamatan, vyaitu,
Lowokwaru. Padahal masih ada empat kecamatan lain yang belum
tersentuh soal pajak kos. Empat kecamatan lain itu juga memiliki
potensi pajak kos cukup besaMulai tahun ini, kami akan
memaksimalkampendataan pajak kos. Sekarang, wajib pajak (WP) kos
masih sekitar 400 Wajib pajak. Padahal, pengusaha kos di Kota Malang
jumlahnya ribuanBadan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) memang
kurang maksimal melakukan pendataan pajak kos. Persoalannya,
petugas petataan pajak di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D)
masih minim. Sekarang, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) sudah
menyiapkan satgas dan unit pelaksana lapangan untuk melakukan
pendataan dan penagihan pajak. Kami akan kerahkan semua petugas
untuk memaksnalan pendataan pajak kos dan sekaligus penagihan
kepada wajib paj ak bandel . 0 (surabe:
2018).

Bapak Nanang Swish selaku Kepala Seksi Pengembangan Potensi Badan
Pelayanan Pajak Kota Malang menyatakan bahwa :

AKal au n g o @annbgrartptentangaeqalisasi ya. Ini realisasi
sampai November 2017. Target di Kota Malang sendiri yaitu 352 M.
Sementara untuk rumah kos itu 2.5 M. Jadi dari disini persentasenya
hanya 2.5 M. Kalau dilihat sangat kecil untuk hotel sendiri aja 37 M.
Kos hanya menyumbang 2.5. Jadi sangat kecil sekali. Potensinya
sebenernya besar, apalagi kondisi sekarang kos kosan jadi lahan bisnis.
Jadi Investasi semua di indekos secara potensi dari tahun ke tahun terus
meningkat cuman kontribusinya ya kecil tarifnya 5 rspe.
Kontribusinya masih kecil lah mas dibanding hotel. Kalau potensi
meni ngkat . o (Hasil wawancara pada ta
Pelayanan Pajak Kota Malang).

Mantan Kepala Bidang PDL Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D)
Kota Malang, Ibu Sri Widgati mengatakan hal yang hampir sama vyaitu :

ARObj ek wusaha kos ki ni menj adi sal ah
pendapatan sektor pajak daerah. Penerapan pajak kos sesuai pasal 1
UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. dapun untuk pelaksanaan diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dalam pasal 3 Perda itu menegaskan tarif pajak hotel khusus untuk
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kategori rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar ditetapkan
5 p e r ssirabayatdburinews.com, 12 Januari 2018).

Bapak Nanang Swish selaku Kepala Seksi Pengembangan Potensi Badan
Pelayanan Pajak Kota Malang menyatakan bahwa :

ATarget realisasi yaa kalau kita tar
dari jumlah wajib pajak.ati kita selalu targetnya dari nominal melalui
ekstensifikasi ya. Kalau sudah mentok ya kita baru intensifikasi. Kalau

dari ekstenfikasinya untuk pajak indekos ini belomantok Solanya

juga kita baru mengenakan itu tahun 2013an, sebelumnya kita masih

sosa |l i sasi aja ya. o0 (Hasil wawancar a
Badan Pelayanan Pajak Kota Malang).

Bapak Arif Budiman selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultas Il

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan menjelaskan bahwa :
APot en s iribssiePajakd@enghasiian (PPh) final pasal 4 ayat 2
(indekos) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang
Selatan, potensinya besar sekali ya mas. Cuman kalo kontribusiaya bis
dibilang kecil jika dibandingkan dengan target pajak Kantor Pelayana
Pajak (KPP). Masalahnya juga kita susah untuk ambil datanya. Seperti
yang pernah saya lakukan di Karangwidoro. Pihak kelurahan nggak mau
kasih data pemilik indekos itu. Kondisi target realisasi mengenai
kewajiban perpajakan dan pemenuhannya oleh wajdk garutama
wajib Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 (indekos), saya kurang
bisa menjawab pertanyaan ini mas. Karena target reiaysaini tidak
dibagibagi per sektor, jadi targetnya itu secara global untuk Pajak
Penghasilan (PPh) 4 ayat 2 ini. Usaya tidak hanya mengurusi sektor
indekos ini saja mas. o (Hasil wawanc
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).

Apabila tetap ikut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 sebesar 10%,
pengenaan pajak atas pergjlan indekos akan terjadi pajak berganda bila
omzet telah mencapai Rp. 4.800.000.000, karena indekos sendiri tidak masuk
dalam pengecualian pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan
kepada penerima jasa sebesar 10% dan pada Uhbtela;ng Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, indekos juga
dikenakan maksimal sebesar 10% yang dikenakan kepada pengguna jasa.
Apabila melihat dari sudut pandang asas keadilan, indekos dikenakan sebesar
10% dan hotel sebesar 1%, menurutgh@irkeadaan ini ialah suatu cerminan

suatu ketidak adilan dalam penetapan tarif atas penghasilan, yaitu keadilan

horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang
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memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama,
tanpa menbedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

Indekos dan Hotel memiliki kelas dari tarif murah hingga mahal dan
fasilitas biasa hingga mewah, terkait dengan tanggungan tentunya
menyesuaikan keldselas yang ada, bila di pandang dari segi pendapatan
hotel lebih mengungguli Indekos. Keadilan Vertikal, yaitu bila orang dalam
keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama. Keadilan antara
Indekos dan hotel secara vertikal, dengan catatan kelas jenis atau fasilitas yang
ditawarkan sama, kondisi ekomis yang ada tentu berbeda, yaitu tinggi hotel,
namun pada penerapannya pajak yang dikenakan oleh kos sebesar 10% dan

hotel 1%.

C. Pembahasan Data

a. Membandingkan dasar pengenaan objek pajak indekos jika dilihat dari
persperktif Peraturan Pemerintah 46, Paj&k penghasilan pasal 4 ayat 2,
dan Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015

Suparmono dan Damayanti (2010:37) menyatakan pengertian Pajak

Penghasilan (PPh) yang diatur dalam undamgang perpajakan, yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang ditaratau diperoleh Wajib Pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari pengertian
penghasilan terseb yang dimaksud Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu
pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau
atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak. Sedangkan
pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut Resmi (201&dagh pajak
yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk
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penghasilan dalam tahun pajak, apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau
berakhir dalam tahun pajak.

Indekos merupakan objek pajak dari Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, hal
ini sesuai yang tercantum pada buku panduan perpajakan bagi pemilik indekos
yang terdapat pada situs pajak.cobdsar hukum yang terkait pelaksanaan
pemotongan Pajak Penghasilangyd@sayat 2 yakni

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2002.

2. Keputusan Menteri Keuangan Mor 394/KMK.04/1996 tentang
Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Persewaan Tadah/atau Bangunan.

3. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEH/PJ./2002 tentang
Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta oPataPajak
Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

4. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KFPPJ./1996 tentang
Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai
Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persearssn T

dan/atau Bangunan.

Padapanduan tersebut tertulis bahwa objek pajak persewaan tanah
dan/atau bangunan adalah penghasilan dari persewaan atas tanah dan
bangunan yang berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondonium,
gedung, perkantoran, pertokgatau pertemuan termasuk bagiannya, rumah
kantor, t&o, rumah toko, Gudang, dan bangunan industry. Termasuk dalam
pengertian rumah adalah rumah kos, sesuai yang tercantum pada Keputusan

Jenderal Pajak Nomor KEE27/PJ.2002.
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Tabel 4.2Pelaporan dan Renyetoran Pajak Indekos

PIHAK PENYEWA

KEWAJIBAN Orang Pribadi atau Badan yang

ditunjuk sebagai pemotong PPh

dipotong dan disetorkan oleh

nyewa
diseforkan oleh pemilik g

Penyetoran Pajak ||, 2 indekos
pemilik rumah indekos)

(menggunakan Surat
Setoran Pajak)
| paling lama tanggal 15 |[paling lama tanggal 10 bulan
| bulan berikutnya berkutnya
: dilaporkan oleh pemilik  [|dilaporkan oleh penyewa rumah
Pelaporan Pajak rumah indekos indekos
(menggunakan SPT Masa f—=
PPh Pasal 4 ayat (2)) paling lama tanggal 20 paling lama tanggal 20 bulan
bulan benkutnya berikutnya

(bukfi potong diberikan kepada

7

Sumber : Pajak.gml

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur
mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto terteAtlapun tujuan
dari kebijakan pemerintah ini yaitu :

a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan.

b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi
masyarakat.

c. Tercipanya kondisi control sosial dalam memenuhi kewajiban
perpajakan.

Objek dari kebijakan ini yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak lebih dari
Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Im$egpadabuku panduarPP 46
Tahun 2013 dikealikan dari objek pajakdengan asumsi indekos sudah
diatur oleh Peraturan Pemerintah tersengiadahal pada Peraturan
Pemerintah Nomor 46 indekos tidaklah dikecualikan dari objek apa saja yang

tidak dikenakan paturan ini. Brdasarkan temuan dilapangan menunjukkan
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bahwa ada beberapa indekos yang dikenakan Peraturan Pemerintah Tahun
2013, Sehingga tidak sesuai dengan objek yang harusnya dikecualikan pada
PanduarPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerarmembahas mengenai pajak atas indekos, namun jika dilihat
dari penamaan yaitu kamar kos, hal ini termuat pada ketentuan umum pasal 1
nomor 20 dan 21, vyaitu :

APaj ak hot el peldyadarayang pisefliakdn hael. Batel

adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa

terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dasejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih

dari 100

Undangundang ini juga megatur mengenai apa saja yang menjadi
wewenang pajak daerah, dalam hal ini mengacu pada paddhd&ing
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retriaeisalp
yaitu :

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan
hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2. Jasa penunjangisagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas
telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan -cuci,
seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan
dan dikelola oleh hotel.

3. Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimanza#éisud pada ayat
(1) adalah :

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
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b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.

c. Jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan
keagamaan.

d. Jasa tempat tinggal dumah sakit, asrama perawat, panti
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

e. Jasa biro perjalanan, atau perjalanan wisata yang
diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh
umum.

Kemudian berkaitan dengan subjek deajib pajakdari hotel sendiri
ialah pada pasal 33 yaitu :

1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan
hotel.

2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi yang mengusahakan hotel.

3. Dalam undag-undang ini indekos dipersamakan dengan hotel ketika
jumlah kamar kos lebih dari 10 yang dikenakan kepada orang pribadi
yang melakukan pembayaran kepada pemilik hotel.

Indekos di kota malang mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 2 Tahun 201%entang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, dimana pada peraturan ini
terdapat ketidakobjektifan dalam penetapan objeknya yaitu abatasan 10
kamar.Temuan dilapangan menunjukkan ada beberapa hotginagan, dan
indekos yang mempunyai kamar yang sedikit namun terisi dengan banyak
tempat tidur bahkan ada yang satu kamar terdap&010rang untuk
menginap.

jika dikaji lebih jauh indekos juga termasuk dalam objek Pajak
Pertambahan Nilai. Pada penjelaszasal 4yat 3 huruf 1 Undangndang

No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan bahwa :
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1. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah
penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan
kegiatan perhotelanntuk tamu yang menginap; dan

2. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel,
rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Pada Pasal 4A ayat (3), jelas disebutkan jasa apa saja yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan indekosendiri tidak termasuk
jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai pada pasal 4A ayat (3) atau
dengan kata lain indekos merupakan objek yang harus dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai jika memiliki omzet diatas Rp 4.800.000.000. Terdapat
usaha sejemi yang menyerupai dengan indekos yang dikecualikan dari
pengenaan pajak pertambahan nilai yaitu perhotelan, kedua jasa ini memiliki
dasar mkum yang berbeda dalam pengenaannya, indekos merupakan objek
dari pasal 4 ayat 2 atas penghasilan persewaan tamaledebangunan yang
dikenai tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, sedangkan jasa
perhotelan sendiri adalah objek dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 , pajak penghasilan 1% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto
tertentu, maka dari itu dekos tidaklah dikecualikan dari apa saja yang tidak
dikenakan pajak pertambahan nilai.

Meninjau dasar ilkum peraturan yang ada, dalam hal ini terdapat 3
peraturan yang dikenakan terhadap indekos yaitu Pajak Penghasilan pasal 4
ayat 2, Pajak Pertambahailal dan Pajak Daerah Kota Malang Nomor 2
Tahun 2015Tentang Pajak Daerah dimana ketiga peraturan ini memiliki
peranan serta mengatur porsinya yang seharusnya terpisah guna menhindari
konflik hukum antara peraturan yang ada. Keadaan yang diilustrasitasa di
adalah keadaan bahwa dalam aspek perpajakannya itu sendiri dapat terjadi

pengenaan pajak berganda atas indekos.
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Peraturan Peraturan Perda Kota Malang Undang-

Pemerintah Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 | Undang Nomor

Nomor 5 Nomor 46 42 Tahun 2009

Tahun 2002 Tahun 2013
Atas Atas Usahg Pelayanan yan( Penyerahan
penghasilan yang diterima disediakan oleh hotq Barang Kens
yang atau diperolel} dengan pemdoyaran, Pajak (BPK) dan
diterima  atau wajib pajak| termasuk jasa penunjar Jasa Kena Pdja
diperoleh yang memiliki| sebagai kelengkapg (JKP) di dalam
orang  pribadi peredaran hotel yang sifatnyg Daerah Pabea
atau badan bruto tertenty memberikan kemudahg yang dilakukan
dari persewaal dikenakan dan kenyamana| oleh pengusaha
tanah pajak termasuk dalam obje Impor Barang
dan/atau penghasilan | pajak hotel adalah rumg Kena Pajak
bangunan bersifat final. | kos dengan jumlah kam{ Pemanfaatan
berupa lebih dari 10 (sepuluh) | Barang Keng
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tanah, rumah Pajak tidak
rumah berwujud  dari
susun, luar Daerah
apartemen, Pabean di dalar
kondominium, Daerah Pabean,
gedury

perkantoran,

rumah kantor,
toko, rumah
toko, gudang
dan

industri.

Sumber : Diolah Peneliti 2018

Pajak adalah suatu pungutan yang sifatnyavwgn dipaksakan dengan
berdasar pada peraturan yang ada. Namun walaupun sifathya memaksa
tentunya kontribusi pemerintah haruslah sesuai dengan unsur keadilan. Unsur
keadilan sangatlah penting karena jika pajak tidak bersifat adil makan akan
timbul kecemhruan sosial di masyrakat, berkaitan dengan pengaigek
pajak yang dikenakan pada masmgsing peraturami memiliki kesamaan
tetapi seakaakan berbeda. Pada Pasal 4 ayat 2 indekos adalah objek dari
peraturan ini, dimana pemilik indekos sebagai lvgajak. Indekos pada
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dikecualikan dari Objek
peraturan ini, dengan kata lain indekos tidak bisa membayar pajaknya dengan
menggunakan PP 46, peneliti merasa seharusnya indekos bisa masuk kedalam
kelompok UMKM yaitudengan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 ini,
karena temuan dilapangan menyatakan bahwa banyak indekos yang peredaran
brutonya masih dibawah Rp 4.800.000.000. Hal ini berbeda dengan perlakuan
terhadap usaha sejenisnya yaitu hotel, Hotel tidaklah dik&eanadiari objek
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Padahal secara visual tentu
terdapat perbedaan yang jauh antara indekos dan Metetlisik lebih jauh,
indekos juga dikenaka Pajak Pertambahan Nilai. Undlardpng Nomor 42

Tahun 2009 adalah payuhgkum dari Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal
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4A ayat 3 tertulis jelas bahwa indekos tidaklah dikecualikan dari Pajak
Pertambahan Nilai dengan kata lain Pajak Pertambahan Nilai dikenakan
terhadap indekos jika indekos memiliki peredaran bruto lebih dpri R
4.800.000.000. Di sisi lain Indekos jugaerupakan Objek dari Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 jika pemilik indekos memiliki
kamar diatas 10 kamar. Peneliti mengkritisi batasan 10 kamar pada peraturan
ini, mengapa harus ada batasan 10 kayeeng dikenakan sebagai objek
peraturan ini, padahal pajak ini dikenakan kepada penyewa indekos namun
pemilik indekos adalah sebagai wajib pajaknya. Jika mengkaji lebih jauh, ada
unsur yang memperhatikan penghasilan yang diterima oleh pemilik indekos
olehkarena itu ada Batasan 10 kamar. Namun jika penghasilan adalah unsur
yang diperhatika dalam pengenaan objeknya maka sebenarnya pengenaan
objek dari Peraturan Daerah Kota Malang adalah berdageekaaaran bruto

dari pemilik indekos. Jika memang demikiaaka bisadisimpulkan bahwa
terjadi kesamaan objek yang dikenakan antara Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat

2 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015.

Tabel 4.41lustrasi Perbandingan Indekos atau Kos dengan Perhotelan

Kriteria Indekos au kos Perhotelan

1.Jenis Biasa hingga bagus Melati hingga berbintang

Rp.300.000 Hingga
2. Tarif sewa | Rp300.000 hingga Rp2.000.00( Rp2.000.000
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3.Rentang Harian, bulanan, setengah tahy Harian

atau tahunan

4.Biaya usaha| Menyesuailn tarif dan jenis jenis

Menyesuaikan tarif dan

5.Tarif pajak | 10% PPh 4 ayat 2 1% PP 46 Tahun 2013

6. Pendapatan| Pasif bisa juga aktif Pasif juga bisa aktif

b. Menganalisis dasar pengenaan tarif pajak jika dilihat dari persperktif

Peraturan Pemerintah 46, Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan

Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2015

Menurut Hartat(2015:115) Besarnya pengenaan pajak bagi wajib pajak
ini, dalam hal ini sering disebut dengan tarif payakg pemungutan pajak
tidak telepas dari unsur keadilan (dapat diartikan dalam prinsip perundang
undangan) atau adil dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan
keseimbangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur dalam
mencapai keadilan melalui penetapan tgpdjak, yaitu dengan memberikan

tekanan yang sama kepada wajib pajak.

Buku saku pemilikindekos berisikan dasar hukum yang mengatur
pengenaan atas penghasilan jasa indekos, tarif dan mekanisme terkait.
Pemungutan terkait Pajak Penghasilan (PPh)iateekosdidasarkan pada
dasar hukum yang dinolumkan pada leaflet atau buku saku pemilik Indekos.
Melihat hal ini paeliti berusaha mengkritisi terkait peraturan yang menjadi
dasar acuan penetapan dari pajak kos, didalamnya tidak ada aturan yang
mengatur secara kBusyang mengatuterkait pajak atas indekos. Indekos
dalam panduan ini termasuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat

2 yang dikenai tarifsebesarl0% x Jumlah bruto nilai sewa. Dengan
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menelusuri lebih jauh terkait peraturan yang mendasadyaemini, peasliti
tidak menemukan pene gReselitimerash idak agaa j a k
peraturan yang jelas mengatur tentang indekos, dengan kata lain indekos pada
buku saku pemilik indekos hanya dipersamaRankaitbesaran tarif atas jasa
persewaa Indekos ini ialah pada Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor:
KEP-227/ PJ./ 2002, Pasal 3 berisikan
terhutang bagi wajib pajak orang Pribadi maupun wajib pajak badan yang
menerima atau memperoleh penghasilan dari pa@ewanah dan atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 10% (sepuluh persen)
dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan

Direktorat Jeneral Pajak menetapkan indekos masuk kedalam Pajak
Penghasilan (PPh) 4 ayat 2 final atasgbasilan dari persewa tanah dan atau
bangunan yaitu 10%, hal ini berbeda perlakuan terhadap hotel yang dikenakan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
dariusaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliktjpeaa
bruto tertentu dengan tarif 1% jika memiliki peredaran bruto tertBetueliti
merasa seharusnya Indekos bisa ditetapkan menjadi objek dari Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, mengingat indekos dan perhotelan adalah
usaha yang sejenis dan lelpauh indekos seharusnya lebih layak dikenakan
PP 46 ini.

Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan (PPh) darsaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu huruf b ialah menarpenghasilan dari
usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan
bebas, dengan predaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Dengan melihat
hal ini, adanyaketidakadilan dari segi penetapan pengenaan pajaknya.
Indekos pada penerapannya dimasukan dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

4 ayat 2 atas persewaan tanah dan/atau bangunan, di samping itu penerapan

St
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pajak atas sewa indekos juga didasarkan pada Per&emnaerintah 5 Tahun
2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
394 Tahun 1996 tentafembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari
Persewaan Tanah dan/aBangunardan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor 227 Tahun 2002 tentatega cara pemotongan dan pembayaran, serta
pelaporarPajakPenghasilan (PPh) dari persewaan tanah dan atau bangunan
Apabila tetap ikut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2as€llf¥s,
pengenaan pajak atas penghasilan indekos akan terjadi pajak berganda bila
omzet telah mencapai Rp. 4.800.000.000, karena indekos sendiri tidak masuk
dalam pengecualian pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan
kepada penerima jasa sebeg¥oldan pada Undardgndang Nomor 2 Tahun
2015tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, indekos juga dikenakan
maksimal sebes&b6 yang dikenakan kepada pengguna jelnurutpereliti
keadaan ini ialah suatu cerminan suatu ketidak adilan dalam penetepan t
atas penghasilan, yaitu keadilan horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama
untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan
jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau
sumber penghasilan.

Indekos dan Hotememiliki kelas dari tarif murah hingga mahal dan
fasilitas biasa hingga mewah, terkait dengan tanggungan tentunya
menyesuaiakan keldelas yang ada, bila di pandang dari segi pendapatan
hotel lebih mengungguli Indekos. Keadilan Vertikal, yaitu bila grdalam
keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama. Keadilan antara
Indekos dan hotel secara vertikal, dengan catatan kelas jenis atau fasilitas yang
ditawarkan sama, kondisi ekonomis yang ada tentu berbeda, yaitu tinggi hotel,
namun pada penerapnya pajak yang dikenakan oleh kos sebesar 10% dan

hotel 1%.

Tabel 4.5Peraturan Pajak Terkait atas Sewa Indekos atau Kos
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Jenis Pajak Subjek Objek Tarif Kriteria
PPh Pasal 4 | Pengusaha | Penghasilan 10% Penghasilan
ayat 2 (pajak | atau Pemilik Sewa Tanah
pusat) Indekos dan/atau
Bangunan
PPN (pajak | Penerima Jas Jasa 10% Omzet di atas
pusat) Kena Pajak | (Persewaan Rp
Indekos) 4.800.000.00(¢
(empat miliar
delapan ratus|
juta rupiah)
UU 28/2009 | Penerima Jas{ Pemilik Jasa| 10% (Max) | Kepemilikan
(pajak Kama di atas
daerah) 10 kamar
Perda Kota | Penerima Jas{ Pemilik Jasa 5% Kepemilikan
Malang Kamar di atas
16/2010 10 kamar

Sumber : Diolah Peneliti 2018

Mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundaimglangan pada pasal 7 aya jenis dan

hierarki Peraturan Perundangdangan terdiri atas:

a. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c. UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undamipng.

d. Peraturan Pemerintah.

e. Peratuan Presiden.

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
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Kemudian keberadaan peraturan lainnya, diluar pasal 7 ayat 1 di atas juga
di akui keberadaannya pada Pasal 8 ayat
yang ditetapkan oleh MajeliseRnusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah
Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, badan, lembaga,
atau komisi yang etingkat yang dibentuk dengan Undddgdang atau
Pemerintah atas perintah Undddgdang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundangdangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

kewenangan. o

UndangUndang Pajak Penghasilan
(PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Pasal
Ayat 2

l

PP Nomor 29 Tahun 1996, beberap3
pasal diubalpada PP Nomor 5 Tahun
2002

\ 4

KMK Nomor 394/KMK.04/1996,

beberapa pasal diubah pada KMK
Nomor 120/KMK.03/2002

A 4 \ 4

KEP Nomor KEP227/PJ.2002 KEP Nomor KEP50/PJ/1996

Gambar 4.4 Hierarki Dasar Hukum Pajak Penghasilan atas Indekos

Sumber ; diolah Peneliti 2018
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Pajak terkait dengan rumah kos tercantum dalam Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor5 tahun 205 tentang Pajak Daerah. Disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan subjek pajak kdlaorang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak dan yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangndangan perpajakan daerah. Sehingga sesuai dengan
pengertian tersebut yang termasuk sebagai subjek pajak dalam kaitannya
dengan pajak rumah kos adalah penyewa rumah kos dan yang bertindak
sebagai wajib pajak merupakan pemilik rumah kos.

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Norbamhun 205 tentang
Pajak Daerah objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjeergnasuk dalam objek Pajak
Hotel adalah motel, losmen, rumah penginapamah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan juga kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
Dijelaskan pada pasal 7, bahwa tarif untuk pajak Hotel dikenakan sebesar 10%
namun khusus untuk pajak rumah kos sendiri ditetapkan sebesar 5% dari dasar
pergenaan pajaknya vyaitu jumlah pembayaran yang dilakukan setiap
bulannya.

Tarif pajak tersebut dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan
hotel, dalam artian jika dikenakan padwlekos maka subjek pajaknya
merupakan penghurindekos yang menyewa kamar. Selain diatur dalam
peraturan daerah, pajakdekos juga diatur dalam pajak pusat. Mardiasmo
(2009:6) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak
yang dipungut olepemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah

tangga Negara. Hal ini seperti yang termuat dalam Untnagang Republik
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Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Pemilik rumah kos dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)
yang bersifat final karena pajak rumah kos dianggap dalam poin d yaitu
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan,
usaha jasa konstruksi, usahsal estategdan persewaan tanah dan/ atau
bangunan. Untuk pajak pusat pemilik rumah kos dikenakan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan rumah kos yang
bersifat final yaitu sebesar 10%. Sedangkan dari sisi pajak daerah khusunya
Peratiran Daerah Kota Malang NombiTahun 205 tentangPerubahan atas
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
indekos dikenakan pajak sebesar 5% pada penghuni rumah kos.

Namun dikenakannya dua jenis pajak yang berbeda untigkos ini
secara kasat mat@ak dapat dikatakan pajak berganda dikarenakan dari dua
peraturan pajak tersebut pajak rumah kos dari masegng peraturan
tersebut menjelaskan objek pajak yang berjgédadi telaah lebih mendalam
penerapa pajak indekos ni terdapat pajak berganda karena ada unsur
penghasilan yang diperhatikan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2015 Disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Ndsnor
tahun 205 tentang Pajak Daerah Pasal 4 ayat (1) Objek Pajak Hotel adalah
pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa
penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan
dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan objek
pajak yang disebutkan dalam UndddgdangRepublik Indonesia Nomor 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (1) adalah
penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh
wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang
dapat dipaki untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
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Pemilik ind&kos merasa bahwa tarif pajaldekos dirasa terlalu tinggi.
Sebagian besar dari pemilik beralasan karena banyaknya biaya lgimayas
dikeluarkan secara rutin seperti biaya iuran RT, listrik dan air sekaligus
adanya biaya pemeliharaan yang juga harus dikeluarkan. Banyak juga diantara
pemilik usahaindekos yang merasa keberatan karena mengambil sudut
pandang dari sisi penghuni kd¥enghunindekos sebagai subjek pajak yang
ratarata masih merupakan mahasiwa dirasa pasti juga akan terkena dampak
dari adanya pajakdekos ini. Pajak yang terlalu tinggi dirasa oleh pemilik
usahandekos juga akan memberatkan para penghgekos kaena nantinya
tidak menutup kemungkinan jika hargadekos akan ikut naik untuk
pembayaran pajakdekos.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Maldamor Tahun 2015 Tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Maldlmgmor 16 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah Palsdayat (3) pada poin (d) disebutkan bahwa salah satu objek
dari pajak hotel adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
Sehingga dengan adanya kriteria tersebut maka wajib bagiisel#ps yang
berada di kota Malang dengan jumlah kamdsihedari sepuluh untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya sebesar 5% kepada Pemerintah Kota
Malang. Sebelum melakukan proses wawancara dengan pemilik usaha rumah
kos untuk mengetahui bagaimana persepsi pemilik kos sebagai wajib pajak,
peneliti juga melakukamvawancara dengan pihak Badan Pelayanan Pajak
Daerah (BP2D) Kota Malang terkait penerapan pajak kos yang mengacu pada
Peraturan Daerah kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Objek pajak yang terbatas pada kriteria jumlah kamar lebih dariuge
dirasa belum cukup adil. Kriteria objek pajak kos yang hanya terbatas melihat
minimum jumlah kamar menimbulkan berbagai reaksi negatif dari para
pemilik usaha kos. Kriteria dalam objek pajak kos ini sangatlah perlu untuk

dikaji ulang dalam kaitan dgan perhitungan jumlah kamar yang akan
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dikenakan pajak kos maupun adanya penambahan ktiteria dalam objek pajak
kos terkait dengan minimal harga kamar.

Sistem pemungutan pajak secaelf assessmennerupakan sistem
pemungutan pajak yang memberikan wewgnkepada wajib pajak untuk
menentukan sendiri besarnya pajak terhutang (Mardiasmo 2009:7). Sehingga
dengan demikian dapat diartikan bahwa wajib pajak memiliki peranan penting
dalam kewajiban perpajakannya, wajib pajak dituntut untuk aktif mulai dari
menghitung, memperhitungkan, menyetorkan hingga melaporkan sendiri
pajak yang terutang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak
daerah khususnya pajak kos, diketahui bahwareda pemilik usaha rumah
kos kontra dengan peraturan ini. Ketidak setujuan para pemilik usaha rumah
kos dengan adanya pajak kos yang diatur dalam Peraturan Daerah kota
Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah adalah dikarenakan
adanya ketentuanbgek pajak hotel pada Pasal 4 ayat (3) pada poin d yang
menyebutkan bahwa salah satu objek dari pajak hotel adalah rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Para pemilik kos berpendapat bahwa kriteria ini dirasa tidak cukup dan
kurang adil dikareakan kriteria objek pajak tidak terinci lebih dalam
pengklasifikasiannya yang hanya terbatas pada jumlah kamar bukan pada
batasan harga perkamar dan juga dikarenakan perhitungan pajak yang dirasa
kurang tepat sasaran. Dari hasil penelitian yang telahuttdetkoleh peneliti
terhadap 8 pemilik usaha kos di Kota Malang diketahui bahwa masih banyak
pemilik usaha kos yang merasa keberatan dengan Peraturan Daerah kota
Malang Nomor 16 Tahun 2010 terkait pajak daerah khususnya pajak kos.
Adanya peraturan ini dirasmemberatkan terutama pada subjek pajak kos
yaitu penguni kos yang ratata merupakan mahasiswa.

Pajak adalah suatu pungutan kepada wajib pajak yang sifathya memaksa

dengan mendasar pada peraturan yang ada, namun meskipun sifatnya
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memaksa tentunya koiusi pemerintah sebagai penyelenggara negara
haruslah memperhatikan unsur keadilangka jika peraturan pajak tidak adil
dalam hal ini adalah pajak indekos maka akan mengakib&daGemburuan
sosial. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantlam da
konstitusi kita yaitu pasal 1 ayat (3) UUD 45. Hukum sendiri memiliki
beberapa tujuan sebagaimana pendapaR#drardjo (2007:81yaitu bahwa
Hukum bertumpu pada 3 (tiga) tujuan pertdeeadilan(gerechtigkeit, kedua
kemanfaatan (zweckmassigkgit dan  ketigakepastian hukum
(rechtssicherhejt Ketiganya merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai
oleh hukum secara bersama®&amun dalam praktik akan jamak sangat
terihat adanya pertentangan antara satu tujuan dengan tujuan
lainnya.Menyikapi hal yang daikian, Rdardjo (2007:82jnengemukakan
bahwa sebagai salah satu tujuan hukum, posisi keadilan sangat dominan jika
dibandingkan dengan tujuan hukum lainnya. Dominasi asas keadilan
dibanding asas lainnya ini dikemukakannya yang dijadikan prioritas nomor
sau selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian
hukum.

Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam
pemungutan pajak di samping hukum itu sendiri. Sebagai dasar berpijak,
sudah seharusnya asas (keadilan) tersebujalygeteguh agar tercapai sistem
perpajakan yang baik. Akan tetapi prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat
abstrak dan subjektif. Meskipudemikian di dalam Hukum Pajak, keadilan
dikemukakan sebagai berikut:

fAsas keadilan mengatakan bahwa pajak d@ws adil dan merata. Pajak
dikenakan kepada orarmgang pribadi sebanding dengan kemampuannya
untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang
diterimanya dar.i negar ao.

Adolf Wagnermengemukakan bahwa asas keadilan adalah dalam kondisi

yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan
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pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sanfajlak hanya
mensyaratkan adanya pemerataan dan persamaan perlakukan, keadilan dalam
pemungutan pajak dalam paham yang modern menurd Ma& Mu h a mmad,
juga berarti bahwa petugas pajak tidak boleh berlaku sewemamang

terhadap pembayar pajak yang telah menyetorkan sebagian penghasilannya
kepada Pemerintah.

Lantas apakah yang menjadi parameter terakomodasinya prinsip keadilan
di dalam perangutan pajak? Menurut Rochmat Soemitro dan Dewi Kania
Sugiharti mengatakaakomodasi asas atau prinsip keadilan dalam
pemungutan pajak terlihat pada saat dimulainya penyusunan uaddagg
pajak. Sebagai pedoman untuk menentukan terpenuhinya pringipakea
dalam perundangndangan menurut Adam Smith harus dipenuhi 4 (empat)
syarat berikut

1. equality and equity;

2. certainty;

3. convienience of collection; dan

4. economics of collections.

Pada asas equality dan equitdam Smith menekankanbahwa
pembebanan pajak diantara subjek pajak masiaging hendaknya dilakukan
seimbang atau sesuai dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan
penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan dari pemerintah.
Dalam asas equality dan equity ini terkandomakna bahwa pemerintah tidak
boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama wajib pajak. Pada keadaan
yang sama, wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya harus diperlakukan
sama pula. Artinya, menurut Adam Smith pemungutan pajak itu adil apabila
sesama @jib pajak dengan kemampuan yang sama mendapatkan beban pajak
yang sama pula, negara tidak boleh melakueskriminasi.Sedangkan,
Musgrave darMusgrave menyimpulkan bahwa pajak dapat dikatakan adil

apabila setiap orang membayar pajak sesuai dengan keraayap sehingga
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setiap orang yang mempunyai pendapatan yang sama membayar jumlah pajak
yang sama atau biasa disebut keadilan horisontal dan orang yang mempunyai
pendapatan yang lebih membayar pajak lebih besar atau biasa disebut keadilan
vertikal .Musgrawe dan Musgrave menggunakan komponen kemampuan
dalam menentukan konsep keadilan pajak. Pada konsep keadilan horizontal
inti pemikirannya sama dengan prinsip equality & equity yang dikemukakan
oleh Adam Smith, yaitu orang dengan kemampuan yang sama harus
dikenakan beban pajak yang sama pula. Sedangkan, pada konsep keadilan
vertikal inti pemikiran mereka adalah suatu sistem pajak seharusnya dapat
mendistribusikan beban pajak secara adil terhadap-oramg yang memiliki
kemampuan yang berbeda. Orang yang rikkmkemampuan lebih
seharusnya mendapat beban pajak yang lebih, begitu juga sebaliknya. Artinya,
berdasarkan kedua konsep ini pajak akan adil apabila disesuaikan dengan
kemampuan yang dimiliki oleh maskmgasing wajib pajak.

Asas keadilanperlu menjadi pgangan yang sangat penting dalam
penerapan pajak indekos ini, karena tiap pemilik indekos memiliki usaha serta
biaya dalam mewujudkan usaha tersebut dan hal ini juga berpengaruh pada
keadaan ekonomis dari pemilik indekos. Dari penjabaran diatas, tidakasla
keadilan yang secara utuh dan penuh diterapkan pada peraturan perundang
undangan yang mengatur tentang indekos. Raddilan horizontal misalnya,
ketika adadua pemilik indekosdengan penghasilan yang sama, namun
pemilik pertama memilikipengeluara yang lebih besar dalam mewujudkan
usahanya dibandindenganpemilik keduayangmemiliki pengeluaran lebih
sedikit daripada pemilik pertamdarif pajak penghasilan yang dikenakan
kepada mereka adalah sama. Negara menganggap ini adil secara horizontal,
karena pada peraturan perundanglangan indekos tidak ada hal yang hal
yang memperhitungkan tentang pengeluaran pemilik indekos dalam
mewujudkan usahany#&eadilan vertikal juga demikian, misalkan adiza

pemilik indekos, pemililpertama mmiliki kamar berpymlah 8 (delapan) dan
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semua kamar terisi penuh, namun pemilik pertama tidak ditetapkan sebagai
wajib pajak karena kepemilikan kamar dibawah sepuluh, pemilik kedua
adalah pemilik dengan jumlah kamar 12 (duabelas) dan hanya terisi 3 (tiga)
kamar saja, pemHiikedua ditetapkan sebagai wajib pajak karena kepemilikan
kamar diatas 10 (sepuluBeban pajak yang harus dibayarkan giemilik

kedua akan lebih besar dibandpemilik pertama hanya karepanlahkamar
indekos pemilik kedua lebihdari 10 (sepuluh)Palahal, pendpatan dari
indekos lebih besar pemilik pertama dimana pemilik pertama tidaklah
ditetapkan sebagai wajib pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daergbakah ini adil?

Dalam rangka melahirkan sugtaerauran perpajakan yang merupakan sebuah
produk hukumterdapat lima asas yang digunakan sebagai acuan. Lima asas
tersebut antara lain Asas Falsafah Pancasila, Asas Negara Hukum, Asas
Demokrasi (Kerakyatan), Asas Kepentingan Umum, dan Asas Hirarki
Kemajemuka (Pluralisme). Namun pada kenyataanngaa peraturan
perpajakan dalam hal ini adalah peraturan perpajakan terkait ingakgs

tidak mencerminkan kelima asas tersebut. Apabédeatpran perpajakan
indekos bertentangan dengan kelima asas tersebut malkak takan
memberikan manfaat bagiemilik indekos Peraturan perpajakan indekos
dikatakan memiliki kualitas baik apabila dapat bermanfaat dan berpihak
kepada pemilik indekosSejauh ini,peraturan perpajakan indekos yang
merupakarproduk hukum belum mencemkian Pancasila. Asas Pancasila
seolah dilupakan dalam menciptakan produk hukum. Salah satu dari kelima
asas yang digunakan sebagai acuan dalam melahirkan produk hukum adalah
Asas Negara Hukuni dalam Asas Negara Hukum dapat dibagi menjadi tiga
sub asasyaitu prinsip kepastian hukum, prinsip kesamaan di muka umum,
dan prinsip keadilan. Ketiga prinsip tersebut adalah prinsip yang dikehendaki
negara hukum. Prinsiprinsip tersebut harus diperhatikan dalam membuat

produk hukum. Hukum itu harus pasti, haagd, dan tidak diskriminatif.
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Keadilan itu dikategorikan menjadi tiga bagian. Pertama, keadilan
distributif yang menunjuk pada prinsip
s ama, kepada yang tidak sama diberika
keadilan komulafi yaitu penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi
perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Ketiga, keadilan hukum yakni
menunjuk pada ketaatan terhadap hukum. Menurut Tanya, menaati hukum
bermakna bahwa hukum itu berisi tentang kepentingan umuka, keadilan
hukum disebut juga dengan keadilan umum.

Secara umum, keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban,
yang dapat mengakomodir segala kepentingan individu agar nrassigg
individu mendapatkan perlindungan kepentingan dan kebahagia&om
dan keadilan dapat dibedakan karena konsepsi keduanya berbeda. Hukum
adalah apa yang benrbdenar berlaku, sehingga hukum berkembang sesuai
dengan pandangan manusia. Keadilan adalaltit#tayang didasarkan pada
sifat moral manusiaWalaupun berbedabaik hukum maupun keadilan
mempunyai hubungan yang erat, antara lain bahwa keadilan berlaku di dalam
hukum, keadilan memberikan ukuran lahir sehingga hukum dapat
dipertimbangkan Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi di dalam
hukum ada kecenderungaintuk menginginkan keadilan, yaitu sikap tidak
memihak (equality). Bukti bahwa hukum mengarah pada keadilan adalah
bahwa undangindang memberi ketentuan yang bersifat umum sehingga
berlaku sama terhadap semua orang (equality before the Hakyim itu
bersifat umum, mengikat semua orang, dan bersifat menyamaratakan
sedangkarkeadilan itu bersifat subyektif, individualistis, dan tidak bersifat
menyamaratakan. Asas keadilan sangat penting untuk diterapkan dalam
pembentukan suatu produk hukum. Penerapaskeesadilan dalam pembuatan
produk hukum nantinya akan berdampak pada penerapan produk hukum itu
sendiri. Saat inipeneliti merasa peraturan terkait perundangan perjakan

khususnya pajak indekogang ada saat ini belum mencerminkan asas
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keadilan. Sehinggdalam proses pembentukan produk hukum harus benar
benar dilaksanakan dengan seHaakknya

Berkaitan dengan peraturan perpajakan indekos, ada opsi pilihan apakah
yang harus dijadikan panduan utama, opsi tersebut yaitu keadilan ataukah
hukum dalam hal iniyang dimaksud vyaitu peraturan terkait indekos.
Konsepnya harus jelas apakah yang dijadikan panduan utama itu keadilan
ataukah perundangan pajak. Jika yang dijadikan panduan utama adalah
keadilan maka peraturan tersebut harus mempunya pegangan utamaayang ku
dan bernafas keadilan runtut dari awal sampai aklunsep keadilan yang
diterapkan saat ini adalah keadilan yang semu, tidak nyata. Semua dianggap
adil ketika undangindang mengatakan demikian, tanpa harus melihat pada
realita atau kenyatannya. Keatl yang diterapkan saat ini adalah keadilan
berdasarkan undanghdang atau peraturan (legalistis)

Dasar pemikiran dalam peraturan terkadekos masih dalam wilayah
yang abeabu, penerapan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang tertulis
pada peraturangoundangundangan. Jika memang pada pajak daerah pajak
dikenakan terhadap pernyewa maka haruslah semua pemilik menerapkan
pemungutan pajaknya sesuai dengan peraturan yang ada, namun pada
kenyataanya tidak semua pemilik indekos melakukan pemungutan yang
seslai dengan peraturan yang ada dan terlebih tidak semua pemilik indekos
ditagih pajaknya oleh badan terkait dalam pemenuhan kewajibannya dalam
perpajakanTelah diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16
tahun 2010 tentang Pajak Daerah telahhtiaa sejak 30 Desember 2010 oleh
walikota Malang pada saat itu. Namun demikian untuk pajak daerah kategori
pajak hotel khususnya pajak kos baru diterapkan di Kota Malang pada
Desember 2018an pada tahun 2015 mengalami perubahan yaitu Peraturan
Daerah Kotavlalang Nomo 5 Tahun 201Balam melaksanakan sepenuhnya
Peraturan Daerah Kota Malang No 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah

kategori Pajak Kos, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang
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melakukan berbagai upaya. Pertama yaitu dengan membentuk tifudRL
Pelaksana Lapangan). Tim UPL (Unit Pelaksana Lapangan) yang dibentuk
terkait penerapan pajak kos terdiri dari 12 orang yang seluruhnya adatah laki
laki. Adapun tugas dari UPL (Unit Pelaksana Lapangan) sendiri adalah untuk
melakukan pendataan, pemaumn dan pendaftaran pajak serta menetapkan
sebagai wajib pajak dan melaksanakan penetapan serta pemungutan kepada
wajib pajak. Kedua, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan
Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dalam mempersiapkan penerapan
Peratran Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
kategori Pajak Kos adalah dengan melakukan kegiatan Sosialisasi terhadap
para Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan
Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang yaitu meiahelalui media dadoor to

door.

Sumber Daya Manusia dalam penerapan pajak indekos ini juga
merupakan salah satu masalah yang menyebabkan tidak berjalannya sistem
perpajakan indekos dengan baik. Sejauh ini pada peraturan daerah hanya
Kecamatan Lowokwarwsaja yang dilakukan ekstensifikasi, intensifikasi
maupun survey terkait pemilik indekos, padahal masih banyak kecamatan lain
di Kota Malang yang sangat berpotensi besar dalam hal jumlah pemilik
indekos yang berdampak baik terhadap penerimaan n&jst@minformasi
dalam hal terkait pajak indekos merupakan sesuatu yang penting untuk
mempermudah pemungutan pajak indekos, namun kenyataan di lapangan
sistem informasi yang ada masih jauh dari kata cukup.

Pemahaman pemilik indekos tentang Pph dan Pajak Daegalperlu
mendapatkan perhatian yang lebih, perlu adanya sosialisasi yang lebih baik,
kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan demi memberikan
pemahaman lebih kepada wajib pajak mengenai penerapan pajak kos. Selain
itu kegiatan ini juga mgelaskan bagaimana mekanisme pembayaran mulai

dari mengitung dan menyetorkan kepada pihak Badan Pelayanan Pajak



128

Daerah (BP2D) Kota Malang. Kegiatan sosialisasi yang tepat sangat
diharapkan agar dapat meninkatkan kesadaran wajib pajak akargpgatin
membawr pajak kos. Dalam upayanya untuk mempersiapkan penerapan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
kategori Pajak Kos, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang juga
menghadapi kendala, yaitu adanya pro kontra terhakiap diterapkannya
Pajak Kos. Timbulnya pro kontra diantara masyarakat ini ditimbulkan karena
kurangnya pemahaman para pemilik rumah kos terhadap pajak daerah
terutama pajak kos. Selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
perpajakan kendala lain yandnddapi adalah adanya pemilik rumah kos yang
berdomisili di luar kota.

Adanya usulan pemilik usaha rumah kos untuk pengkajian kembali
peraturan dengan pengklasifikasian lebih mendalam objek pajak kos sangat
diharapkan pemilik usaha rumah kos. Disegerakanpsmyelenggaraan
sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan Pajak
Daerah (BP2D) Kota Malang secara merata dan menyeluruh sangatlah
diharapkan oleh pemilik usaha rumah kos. Hal ini dikarenakan keinginan yang
besar dari pemilik usaha rum&os untuk mengetahui lebih jauh terkait pajak
kos yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010
tentang pajak daerah.

Banyaknya respon negatif yang timbul diantara pemilik usaha kos sebagai
wajib pajak kos terhadap Peraturan Dadfalta Malang Nomor 16 Tahun
2010 tentang pajak daerah khususnya pajak kos dan kurangnya sosialisasi
langsung secara menyeluruh yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak
(BP2D) Kota Malang mengartikan bahwa Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 16 Tahun 201@&htang pajak daerah khususnya pajak kos masih jauh
dari kesempurnaan. Tidak adanya tindakan nyata dari pemerintah dalam
menyikapi hal ini akan dapat berdampak pada turunnya kepercayaan pemilik

usaha rumah kos, sehingga potensi pajak yang diharapkan tdak a
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terpenuhi. Dengan demikian sangat diperlukan tindakan nyata yang
dilakuakan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang untuk

menyempurnakan peraturan ini, sehingga peraturan ini dapat segera

direalisasikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan pembahasan darbbbbsebelumnya, dapat ditarik
kesimpulan yaitunasih belum ada peraturan yang jelas mengatur tentang pajak
indekos, dalam kata lain indekos hanya dipersamakan. Meskipun pada Peraturan
Daerah Kota Malan§yomor 5 Tahun 2015 diatur tentang indekos hamun masih
ada ketidakobjektifan dalam pengenaan pajakdia indekogetap ikut Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, pengenaan pajak atas penghasilan
indekos akan terjadi pajak berganda bila anedeh mencapai Rp. 4.800.000.000,
karena indekos sendiri tidak masuk dalam pengecualian pada Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang dikenakan kepada penerima jasa sebesar 10% dan pada Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusihDaera
indekos juga dikenakan maksimal sebesar 10% yang dikenakan kepada pengguna
jasa. Bila melihat darsudutpandang asas keadilan, indekos dikenakan sebesar
10% dan hotel sebesar 1%, menurutghiérkeadaan ini ialah suatu cerminan suatu
ketidakadilan dam penetapan tarif atas penghasilan, yaitu:

a. Keadilan Horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua wajib
pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah
tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau
sumber penghasilan.dekos dan Hotel memiliki kelas dari tarif muarah
hingga mahal dan fasilitas biasa hingga mewah, terkait dengan
tanggungan tentunya menyesuaiakan kkédas yang ada, bila di
pandang dari segi pendapatan hotel lebih mengungguli Indekos.

b. Keadilan Vertikalyaitu bila orang dalam keadaan ekonomis yang sama
dikenakan pajak yang sama. Keadilan antara Indekos dan hotel secara

vertikal, dengan catatan kelas jenis atau fasilitas yang ditawarkan sama,
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kondisi ekonomis yang ada tentu berbeda, yaitu tinggi ha@elun pada
penerapannya pajak yang dikenakan oleh kos sebesar 10% dan hotel 1%.

Telah diungkapkan implikasi yang ditimbulkan dari diterapkannya Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas penghasilan indekos terhadap peraturan
terkait lainnya. Pada Undatiégndang Pajak Daerah, Indekos dikenakan pajak
ketika diatas 10 kamar dan Pada Undaimglang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Indekos tidak masuk yang dikecualikan, melihat keadaan ini Indekos yang
memiliki payung hukum Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayatehakan juga
dikenai Undangundang Pajak Daerah ketika memiliki lebih dari 10 kamar dan
akan dikenakan juga Undaityndang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jika telah
memiliki Omzet diatas Rp 4.800.000.000.

Konsep dalam peraturan perpajakan indekos behempunyai pegangan
utama yang kuatSehingga dalam pelaksanaanya masih tidak jelas apakah
mengumatakan hokum ataukah keadilan. Jika keadilan yang didahulukan maka
dalam pelaksanaannya pun haruslah bernafas kea@dtain itu,Peneliti melihat
dasar hukm dari hotel dan indekos sendiri tidak masuk dalam negatif dari
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sehingga Indekos itu sendiri
sebenarnya bisa dimasukan dalam peraturan ini dengan dipersamakan dengan
hotel. Temuan di lapangan juga menunjukkan balsgdem informasi antar
lembaga yang berhubungan dengan indekos masih jauh dari kata cukup. Selain itu
Sumber Daya Manusia yang ada masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah

wajib pajak indekos yang ada.

Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, ekindapat memberikan saran yaeriu
adanya kejelasan dasar hukum terkait objek apa saja yang dikenakan atas Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas penghasilan persewaan tanah dan/atau
bangunan Perlu adanya proses pembahasan bersama diantara pemaagku a

pembuat kebijakan dalam hal ini yang berkaitan dengan pajak indekos, sehingga
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tidak terjadi tumpeng tindih peraturan yang mengakibatkan pajak berganda
Mekanisme pajak berganda harus dihindarkan, walaupun dalam hal ini, terjadinya
pajak berganda hanyeetika omzet telah mencapai Rp 4.800.000-008amun

dalam mekanisme peraturan yang ada hal ini telah mengalami ketidak sesuaian
Pereliti menyarankan bahwa indekos dipersamakan dengan hotel yaitu dengan
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahi® @éngan tarif sebesar

1% dan terkait batasan jumlah kamar dapat merujuk pada uvoddagg nomor

28 tahun 2009, hal ini bertujuan dapat dihindarinya pajak berganda dan lebih
memperhatikan aspek keadiJaBistem pemungutan pajak indekos diatara
PemerintalPusat dan Pemerintah Daerah dijadikan satu dengan sistem bagi hasil,
seperti 70 persen untuk Pemerintah Pusat dan 30 persen untuk Pemerintah Daerah
atau sebaliknya tergantung seperti apa nantinya kesepakatan antara pemangku
kebijakan Selain itu,Sistem nformasi antar lembaga perlu untuk dikaji ulang atau
diperbarui sehingga semua lembaga yang berhubungan dengan indekos bisa

mengakses informasi yang ada di masmaginglembaga yang ada.
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Lampiran 1 Panduan Perpajakan Bagi Penlik Indekos
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Untulk keterangan lebih lanjut, hubungi:

Account

« Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan
kat atas terkait,
. k dalam | ini  dapat berubah
{ d yang berlaku.

P P
* Tahun pencetakan buku 2013. ki
+ Nomor: PJ.091/PPh/B/001/2013-00

R L L L R T

Direktorat Jenderal Pajak

Apakah Pemilik Indekos Harus
Bayar Pajak Juga?

Aspek Perpajakan bagi Pemilik Indekos

o
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PANDUAN PERPAJAKAN BAGI PEMILIK
RUMAH INDEKOS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada

beberapa definisi yang perlu kita ketahui:

a. in-de-kos adalah tinggal di rumah orang lain
dengan atau tanpa makan (dengan membayar
setiap bulan); memondok;

b. meng-in-de-kos-kan adalah menumpangkan
seseorang tinggal dan makan dengan
membayar; memondokkan.

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan
bahwa pemilik rumah indekos adalah orang
pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar,
atau bangunan, yang disewakan kepada pihak
lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan
mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam
jumlah tertentu. Atas penghasilan dari persewaan
rumah indekos tersebut, pemilik rumah indekos
dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)
atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau
bangunan yang bersifat final.
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Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan
PPh Paal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan
tanah dan/atau bangunan adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/
KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran
dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau
Bangunan;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan
Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan
dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai
Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak persewaan tanah dan/atau bangunan
adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
penghasilan dari persewaan atas tanah dan/

atau bangunan yang berupa tanah, rumah susun,
apartemen, kondominium, gedung perkantoran,
pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya,
rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan
bangunan industri. Termasuk dalam pengertian
rumah adalah rumah indekos.

OBJEK PAJAK

Objek Pajak persewaan tanah dan/atau bangunan
adalah penghasilan dari persewaan atas tanah
dan/atau bangunan yang berupa tanah, rumah,
rumah susun, apartemen, kondominium, gedung
perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk
bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang,
dan bangunan industri. Termasuk dalam pengertian
rumah adalah rumah indekos. (Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002)

TARIF PAJAK

Tarif Pajak Penghasilan Pajak 4 ayat (2) atas
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau
bangunan adalah:

PPh Pasal 4 ayat (2) = 10% X jumlah bruto nilai vonmoim@

+ Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua
jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh
penyewa dengan nama dan dalam bentuk
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apapun juga yang berkaitan dengan tanah
dan/atau bangunan yang disewa termasuk
biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya
keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan service
charge baik yang perjanjiannya dibuat secara
terpisah maupun yang disatukan. (Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002);
Service charge adalah balas jasa yang
menyebabkan ruangan yang disewa dapat
dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan
penyewa yang diantaranya adalah biaya
listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya
administrasi.

PIHAK'PENYEWA RUMAH INDEKOS

Dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan,
penyewa rumah indekos dapat diklasifikasikan
menjadi dua kelompok, yaitu:

a.

b.

pihak penyewa merupakan Wajib Pajak Orang

Pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pemotong

PPh;

pihak penyewa merupakan Wajib Pajak Orang

Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai

pemotong PPh.

Yang menjadi pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas

persewaan tanah dan/atau bangunan adalah:

1. badan pemerintah, subjek pajak badan
dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, kerjasama operasi,

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
2. orang pribadi yang ditunjuk sebagai
pemotong berdasarkan KEP-50/PJ./1996.

Surat  keputusan  penunjukan  yang

diterbitkan oleh kepala KPP dengan

menggunakan formulir yang ada di lampiran

KEP-50/PJ./1996, yaitu:

a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT
tersebut adalah Camat, pengacara, dan
konsultan, yang melakukan pekerjaan
bebas;

b. orang pribadi yang menjalankan usaha
yang menyelenggarakan pembukuan;
yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak

Dalam Negeri.
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KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERKAIT
DENGAN SEWA RUMAH INDEKOS

Berdasarkan pada pengelompokan pihak penyewa
rumah indekos tersebut, kewajiban perpajakan
terkait dengan sewa rumah indekos adalah sebagai
berikut:

«  Apabila penyewa merupakan Wajib Pajak Orang
Pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pemotong
PPh, maka kewajiban perpajakan ada pada
pemilik rumah indekos yaitu antara lain:

a. menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) ke bank
atau kantor pos dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP) dan mencantumkan
NPWP pemilik rumah indekos, paling lama
tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan
pembayaran;

b. melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat
(2) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan
menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat
(2), paling lama tanggal 20 bulan berikutnya
setelah bulan pembayaran.

+  Apabila penyewa merupakan Wajib Pajak Orang
Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai
pemotong PPh, maka kewajiban perpajakan
ada pada penyewa yaitu antara lain:

a. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat

(2) dan memberikan bukti pemotongan
PPh Pasal 4 ayat (2) kepada pemilik rumah
indekos;

b. menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) ke bank
atau kantor pos dengan menggunakan SSP
dan mencantumkan NPWP pemilik rumah
indekos serta ditandatangani oleh pihak
penyewa, paling lama tanggal 10 bulan
berikutnya setelah bulan pembayaran;

c. melaporkan pemotongan PPh Pasal 4
ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan
menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat
(2), paling lama tanggal 20 bulan berikutnya
setelah bulan pembayaran.

Apabila dalam suatu bulan pajak tidak ada PPh
Pasal 4 ayat (2) yang terutang maka Wajib Pajak
tidak perlu melakukan pelaporan SPT Masa PPh
Pasal 4 ayat (2).

Selain melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
dalam hal pemilik rumah indekos merupakan
Orang Pribadi maka juga memiliki kewajiban
melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Penghasilan yang diterima dari persewaan
tanah dan/atau bangunan serta PPh Pasal 4
ayat (2) yang tertuang dituangkan ke dalam
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Lampiran
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam
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penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

tersebut, Wajib Pajak harus melampirkan:

a. Surat Setoran Pajak (SSP), apabila pihak
penyewa merupakan Wajib Pajak Orang
Pribadi yang tidak ditunjuk sebagai
pemotong PPh;

b. Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2), apabila
pihak penyewa merupakan Wajib Pajak
Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk
sebagai pemotong PPh.

KODE MAP DAN KIS

Sarana yang digunakan dalam penyetoran/
pembayaran adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam
SSP tersebut terdapat Kode MAP dan (KJS) yang
harus diisi. Kode MAP dan KJS dalam penyetoran/
pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai
berikut:

a. MAP: 411128

b, KIS : 403

—_

Kosasih memiliki rumah indekos yang semua
penghuninya adalah para mahasiswa yang
tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh atas
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau
bangunan. Pembayaran sewa kamar dilakukan
setiap tanggal 5. Pada bulan Maret 2012,
Kosasih menerima penghasilan dari sewa kamar
indekos sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah). Bagaimana pengenaan PPh
atas penghasilan yang diterima Kosasih dari
persewaan kamar indekosnya?

Kosasih wajib menyetorkan sendiri PPh atas
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau
bangunan tersebut dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) karena penghuni
rumah indekos adalah orang pribadi yang bukan
merupakan pemotong PPh.

PPh yang wajib disetor sendiri adalah;
10% X Rp2.500.000,00 = Rp250.000,00

Kewajiban Kosasih antara lain:

a. menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar
Rp250.000,00 paling lama tanggal 16 April
2012;

b. melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)
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atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh
Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2012 paling
lama tanggal 20 April 2012.
(apabila tanggal jatuh tempo pelaporan,
pembayaran, atau penyetoran pajak bertepatan
dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari
libur nasional, pembayaran, atau penyetoran
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya).

Contoh SSP, danSPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
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2. PT Maju adalah sebuah perusahaan yang

bergerak dalam bidang jasa transportasi yang
merupakan pemotong PPh atas persewaan tanah
dan/atau bangunan. PT Maju menyewa rumah
indekos milik Indra yang digunakan sebagai
asrama bagi para karyawan PT Maju dengan
biaya sewa Rp120.000.000,00 untuk jangka
waktu satu tahun. Pembayaran sewa dilakukan
pada tanggal 5 Januari 2012. Bagaimana
kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh
atas transaksi terserbut?

PT Maju wajib melakukan pemotongan PPh
atas pembayaran sewa rumah indekos tersebut.
Karena PT Maju merupakan sebagai pemotong
PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/
atau bangunan.

PPh yang wajib dipotong oleh PT Maju adalah:
10% X Rp120.000.000,00 = Rp12.000.000,00

Kewajiban PT Maju sebagai pemotong PPh Pasal

4 ayat (2) antara lain:

a. melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
sebesar Rp12.000.000,00 dan memberikan
bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
kepada Indra;

b. menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut
paling lama tanggal 10 Februari 2012;

c¢. melaporkan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)

transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal
4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2012 paling
lama tanggal 20 Februari 2012.
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PENUTUP

Pajak)

KEWAJIBAN PIHAK PENYEWA
Orang Pribadi Orang Pribadi atau
Badan yang ditunjuk
Penyetoran Pajak | disetor oleh pemilik | dipotong dan disetor
(menggunakan | rumah indekos oleh penyewa (bukti
Surat Setoran potong diberikan

kepada pemilik
rumah indekos)

paling lama tanggal
15 bulan berikutnya

paling lama tanggal
10 bulan berikutnya

Pelaporan Pajak
(menggunakan
SPT Masa PPh
Pasal 4 ayat (2))

dilaporkan oleh
pemilik rumah
indekos

dilaporkan oleh
penyewa rumah
indekos

paling lama tanggal
20 bulan berikutnya

paling lama tanggal
20 bulan berikutnya
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Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun1996 Pembayaran Pajak

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/AtalBangunan
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undamiang Nomo# Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari persewaan tanah
dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan;

b. bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau enelelp penghasilan
dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib melunasi Pajak Penghasilan
atas penghasilan tersebut;

c. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut dan sesuai dengan
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Pasa4 ayat (2) UndandgJndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ubdaiagg
Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu mengatur pembayaran Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bategngza
Peraturan Pemerintah;

Mengingat:
1.Pasal 5 ayat (2) Undaitiéndang Dasar 1945;

2.UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3263), sebagaimanelah diubah dengan Undabgdang Nomor 9 Tahun

1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3566);

3.UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran NegemamB3263),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Ubdaagg Nomor 10

Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3567);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari
persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,
kondominium, gedung perkantoranmah kantor, toko, rumah toko, gudang dan
industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan

Pasal 2

Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari
persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib
membayar sendiPajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa yang
bertindak sebagai Pemotong Pajak.

Pasal 3

(1) Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 6% (se@am pe
dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

(2) Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 10%
(sepuluh persen) daulah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan
bersifat final.

Pasal 4

(1)Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang
diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan
Pemerintah ini berlaku telah dipotpPajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23
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UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undddgdang Nomor 10 Tahun 1994 yang

jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, maka pemotongan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.

(2)Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang
diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan
Pemerintah ini berlaku telah dipotong Pajak Pengirasgiang jumlahnya lebih
kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau belum dipotong
Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari
persewaan tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan
yang kurang atabelum dipotong sejumlah Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut bersifat
final.

(3)Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, maka
penghasilan dari persewaan tanah dan/ataguoem tersebut dikenakan pajak
berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undiadng Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994, dan berlaku sas&sksinya sesuai
dengan ktentuan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mestphuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18pril 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR

PENJELASAN
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ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGIASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i Untartang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan-Undang
Undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan yang ditedtau diperoleh dari

persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Dengan
demikian orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari
persewaan tanah dan/atau bangunan, maka penghasilan tersebut termasuk dalam
pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i
Undangundang tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya, dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) tWhat#angg Nomor

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994, maka perlu diatur cara pembayaran Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dengan
Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Apabila yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan tersebut bukan Pemotong
Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh
yang menyewakan sebagai berikut:

a. Sebesar 6% (enam persea)i jumlah nilai persewaan tanah dan/atau bangunan
dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib Pajak badan;

b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalad prdoadi.

Apabila yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan tersebut adalah Pemotong
Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang dipotong oleh penyewa
atau yang membayarkan sebagai berikut:

a. Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah nilai perseveh dan/atau bangunan
dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib Pajak badan;

b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah orang pribadi.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3)

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau
diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan pemerintah ini berlaku,
pengenaan Pajak Penghllannya adalah:

a. Apabila penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal
23 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undamdang Nomor 10 Tahun 1994 sebesar 6%
(enam pers® untuk Wajib Pajak badan atau sebesar 12% (duabelas persen) untuk
Wajib Pajak orang pribadi, dana atas pemotongan Pajak Penghasilan tersebut
ditetapkan sebagai pemotongan pajak yang bersifat final.

b. Apabila atas penghasilan tersebut belum dipotong Pa&jagiasilan atau telah
dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya kurang dari 6% (enam persen) untuk
Wajib Pajak badan atau kurang dari 10% (sepuluh persen) untuk Wajib Pajak
orang pribadi, maka atas kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut
wajib dibayar sendiri oleh yang menyewakan, dan atas pembayaran Pajak
Penghasilan tersebut ditetapkan sebagai pemotongan pajak yang bersifat final.

c. Apabila atas kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut tidak dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak, maka agsnghasilan tersebut akan dikenakan Pajak
Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Whdiarg
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undargndang Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
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Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 T&ang
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah
Dan/Atau Bangunan
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN
1996

TENTANG PEMBAYAR AN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada
penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau barzpikdmadan maupun

orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayaf2) UndangUndang Dasar 1945 sebgaimana telah diubah dengan
Perubahan Ketiga Undaiti¢gndang Dasar 1945;

2. Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lebaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undamgdang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3984);

3. Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentdPgjak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

4. Undangundang Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3636).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
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PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal Il

Beberapa ketentuan dalam PeratuRemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan dan/atau bangunan,
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

(1) Atas penghakn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima
atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong
Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.

(2) Dalam hal ini penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak
Penghaisan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan
yang menerima atau memperoleh penghasilan.”

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotorgu adibayar sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari
jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.”

Pasal I
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap @ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
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ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN
1996

TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, telah
ditetapkan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima badan dari
persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 6% (enam persen) dan atas penghasilan
yang diterima orangribadi dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 10%
(sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan hukum
yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan
tersebut, dipandang perlu untuk menetapkarif yang sama yaitu sebesar 10%
(sepuluh persen) baik atas penghasilan yang diterima badan maupun orang pribadi.

PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Angka 1
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal Il

Cukup jelas



157

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4174

Lampiran 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Tentang Pembayaran dan Pemotongan
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 394/KMK.04/1996
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN
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ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

1. bahwa dengan Pa&uran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, telah
diatur tentang kewajiban pembayaran dan pemotongan Pajak Penghasilan atas
penghasilan dari persewaan tanah dan/aaaguman;

2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1996, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan
tanah dan/atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

3. bahwa oleh karena italipandang perlu untuk menetapkan tata cara pembayaran,
pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan sehubungan dengan
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, dengan Keputusan Menteri
Keuangan,;

Mengingat

1. UndangUndang Nomor 6 Tahut983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undlardang Nomor 9 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Unddimgang Nomor 6 Tahun 1983 tentp
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

2. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263),
sebagaimana telah diubah dengan Undlimglang Nomor 7 Tahun 1991 tentang
Perubahan atas Undakipdang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3459) dan dengan Undatyndang Nomor 10 Talm 1994 tentang Perubahan
UndangUndang N o mo r 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah denganUndatindang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

3. Peraturan Pemerintah Nomor9 2Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);

4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet
Pembagunan VI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Penghasilan yang diterima atau diperoleh ogarigadi atau badan sehubungan dengan
persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,
kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya,
rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan indtetutang Pajak
Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2
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(1)Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
adalah :

1. sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan dan bersifat final dalam hapkmilikan tanah dan/atau bangunan yang
disewakan maupun yang menyewakannya adalah Wajib Pajak badan dalam
negeri atau bentuk usaha tetap;

2. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan dan bersifat final dalam hahg menyewakan adalah Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri;

3. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang
disewakan adalah milik Wajib Pajakamg pribadi tetapi yang menyewakannya
adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

(2)Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang
dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga
yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya
perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service
charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Pasal 3

(1)Apabila penyew adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yangtdeg sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 wajib dipotong oleh penyewa.

(2)Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan selain
yang tersebut pada ayat (1) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 wajib dibaysendiri oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 4
Penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berkewajiban untuk:

1. Memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat
pembayaran atau terutangnya sewa;

2. memberikan Bukti Pemotongan RkjPenghasilan Final kepada orang atau badan
yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan;

3. menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan (@mthase
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya
sewa,;

4. melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetor kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tempat penyewa terdaftar sebagai Wajib Pajak, selambat
lambatnyaanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya
sewa.

Pasal 5

Pihak yang menyewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib
membayar Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan
menggunakan Surat Setoran P4fa8P) Final pada bank persepsi atau Kantor Pos dan
Giro, selambatambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau
diperolehnya sewa.

Pasal 6
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(1)Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan/atau bangunan
yang menerima atau emperoleh penghasilan dari luar usaha persewaan tanah
dan/atau bangunan, atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(2)Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan Surat
PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan Laporan
Keuangan yang meliputi seluruh kegiatan usahanya.

Pasal 7

(1)Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima
atau diperolen mulai 1 Januari 1996 sampai berlakunyaPerateraeriRtah
Nomor 29 Tahun 1996 telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undaddgdang Nomor 10 Tahun 1994 yang
jumlahnya sama atau lebih besarigumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
maka pemotongan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.

(2)Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima
atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai berlakunyaPeraturan Ramerin
Nomor 29 Tahun 1996 telah dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya lebih kecil
dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau belum dipotong Pajak
Penghasilan, maka Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari persewaan tanah
dan/atau bangunan wajmembayar sendiri Pajak Penghasilan yang kurang atau
belum dipotong tersebut selamit@tnbatnya tanggal 31 Desember 1996.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.

Pasal 9
Keputusan ini mulieberlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1996
MENTERI KEUANGAN,
MARIE MUHAMMAD

Lampiran 5 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 Tentang Tata
Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari
Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
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KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
NOMOR KEP -227/PJ/2002
TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU
BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor
120/KMK.03/2®2 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak
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Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, perlu
untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak teftaadgCara

Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan
Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

1. UndangUndang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 M@mor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undamglang nomor 16 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nwr8984);

2. Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir
dengan Undangndang Nomof7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah nomor 5 TAHUN 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah nomor 29 TAHUN 1996 Tentang PembayaraakPgnghasilan Atas
Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4174);

4. Keputusan Menteri Keuangan 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran
dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan
atau Bangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA
CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN;

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah
semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama
dan dalan bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang
disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service
charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan
perjanjian persewaan yabgrsangkutan.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah
susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau
gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan
bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final,

Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun
Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan
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tanah dan atau bangunabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 10% (sepuluh
persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

Pasal 4

Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan
dilakukan melalui

(1)Pemotongan oleh penyewa dalarhgenyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek
Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama
operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

(2)Penyetoran sendidleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang
pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal 4 ayat (1), pihak penyewa wajib :

1. Memobng Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau
terutangnya sewa, tergantung peristiwva mana lebih dahulu terjadi;

2. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos
dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan talk&rikutnya setelah
bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

3. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke
Kantor pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin
berikutnya setelah bulan pembayaran atau terotangewa,

(2)Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pihak yang menyewakan wajib :

1. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos
dan Giro paling lambat tanggal 15 (limel&s) bulan takwin berikutnya setelah
bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

2. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke
Kantor pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin
berikutnya setelah bulan pembagmmatau terutangnya sewa;

Pasal 6

(1)Dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan antara
penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau
bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya.

(2)Bagi Wajib Pajak yang semataatabergerak di bidang usaha persewaan tanah
dan atau bangunan tidak diwajibkan membayar Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pasal 7

(1)Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002
dan pelaksanaanya dimulai sebelum bulan Mei 2002, makaatghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau
bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai
persewaan.

(2)Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002
tetapi pelaksanaanya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau
bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai
persewaan;
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(3)Dalam hal kontrak atauegjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaanya setelah
bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10%
(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai peraan;

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor -&H#PJ.41/1996 tanggal 14 Juni 1996
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlpkda tanggal 1 Mei 2@0

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2002
DIREKTUR JENDERAL
HADI POERNOMO

Lampiran 6 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-50/PJ/1996 Tentang
Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai
Pemotong Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau
Bangunan
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KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
NOMOR KEBO/PJ./1996
TENTANG

PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI
PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang :

a.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, pemotong Pajak
Penglasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan antara lain adalah
orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan

tentang penunjukan Wajib Pajak o@pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotong
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
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Mengingat:

1. UndangUndang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nagslomor 3263) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undaigng
nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan dengan Undaigng nomor 10 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undardgndang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undemtang nomor 7 Tahun 1991
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan
Pembayaran dan pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari persewaan Tanah
dan/atau Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN WAJIB PAJA
ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN DAR
PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nor884/KMK.04/1996 adalah :

1. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT
tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;

2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembuylamantelah
terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Pasal 2

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib
memotong Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

Kepala Kantor Pelaypan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan kepada Waijib
Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan
menggunakan formulir sebagnana terlampir pada Keputusan ini

Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 1996.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Juli 1996
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
FUAD BAWAZIER



167

Lampiran 7 Buku saku Aspek Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2013
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Termasuk jenis Pajak Penghasilan apakah ketentuan
PP Nomor 46 Tahun 20137

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun
2013 termasuk dalam:

PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat FINAL

setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat
(2), bukan PPh Pasal 25.

Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak
wajib PPh Pasal 25.

Bagaimana penyeto danipelaporan PPh sesu

Ketentuan PP Nomor 46 Tahun 20132

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika SSP
sudah validasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan
SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesual
tanggal validasi NTPN.

Penyetoran dimaksud dengan mencantumkan kode pada
SSP sebagai berikut:

Kode Akun Pajak : 411128
Kode Jenis Setoran  : 420

Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46
Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada
kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau
bersifat final.

!‘

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

Account
Representative

* Panduan inl hanya bersifat informasi untuk memudahkan
pemahaman masyarakat atas peraturan terkait,

* Beberapa ketentuan m panduan inl  dapat berubah
menglkutl peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* Tahun pencetakan leaflet 2012,

* Nomor:P1.091/PPh/L/002/2013-00

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak

Bayar Pajak cuma
1% dari Omzet!

Aspel Perpajakan sesuai
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

s
 Pajal< |

v pajakgo.d
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Halapa sajakahiyang diatur datam PP'No 46 Tahun 20137

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan
kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu.

Apakah maksud dan tujuan kebijakan Pemerintah terkait

dengan pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini?

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini
didasari dengan:

Maksud:
a. untuk memberikan kemudahan dan
penyederhanaan aturan perpajakan;
b. mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
c. mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
d. memberikan kesempatan masyarakat untuk
berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan:
a. kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan;
b. meningkatnya pengetahuan tentang manfaat
perpajakan bagi masyarakat;
c. terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi
kewajiban perpajakan.

Objek Pajak apa saja yang dikenai Pajak Penghasilan

berdasarkan ketentuan PP Nomar 46 Tahun 201372

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan
dari USAHA yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi
Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak.

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran
bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya
baik pusat maupun cabangnya.

Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah:

_ 196 dari jumlah peredaran bruto (omzet) —

Catatan:
Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong,
pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, waruing/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Objek Pajak apa saja yang dikenai Pajak

Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 20132

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan
Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara,
akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa
acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP
tersebut;

b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4
ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumabh,
jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya
yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah
tersendiri.

c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar
negeri.

Catatan:

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Siapa yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
kKetentuan PP Nomor 46 Tahun 20137

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun
2013, adalah:

a. Orang Pribadi;
b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

yang menerima penghasilan dari usaha dengan
peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8
miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Siapa yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
ketentuan PP Nomor 46 Tahun 20137

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46
Tahun 2013 adalah:

a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana
yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan
sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan
umum.
misalnya: pecdagang keliling, pedagang asongan,
warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.

b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau
yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah
beroperasi secara komersial memperoleh peredaran
bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.

Catatan:
Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan
Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.
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Lampiran 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib
Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA

Menimbang

Mengingat

YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK

YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib

1.

Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran
bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri
ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan
pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN: . . .
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN
BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan
tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk
penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan
bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(3) Tidak . . .
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(3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana

(4)

(1)

(2)

(3)

dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau
Jasa yang dalam usahanya:

a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat
dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak
menetap; dan

b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk
kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi
tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara
komersial; atau

b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh
peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 3

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu
persen).

Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari
usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir
sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada
suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu
Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak
Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

(4) Dalam . . .
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Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi
jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada
Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak vang digunakan untuk
menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah
jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 7 . . .
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Pasal 7

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan
yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak
Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan
pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan
penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak
berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun
Pajak;

b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat
final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap
diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak
Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun
Pajak berikutnya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran,
dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara
komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

Pasal 10. ..
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Pasal 10

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk
dapat dikenai Pajak Penghasilan yang Dbersifat final
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur
sebagai berikut:

1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak
terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan
Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak
terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan
Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua
belas) bulan;

2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat
Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan,
dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang
sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan
Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Permerintah ini
berlaku;

3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan
pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang
disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar
sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
1 Juli 2013.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

UMUM

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai
pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran
tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak
Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan
pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak,
berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat
Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada
Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang
memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . ..
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Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk
dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas
penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada
Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

a.

d.

penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan
pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari
praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan
sebagainya;

penghasilan dari usaha dan kegiatan;

penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta
tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan
penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk
usaha; dan

penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

a.

tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai,
dan aktuaris;

pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan /peragawati, pemain drama, dan penari;

c. olahragawan;

penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator,

e. pengarang . . .
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